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MOTTO

“Ambillah tempat yang memang hakmu dan bersikaplah
sesuai dengan tempat yang anda duduki, maka semua akan

rela padamu “ (Emerson).
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RINGKASAN

Tanah sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia
memegang peranan penting dalam perjalanan hidup dimuka bumi. Seperti
kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia sangat
menggantungkan hidupnya dari tanah. Tanah merupakan sumber mata
pencaharian, sebagai tempat tinggal manusia dan kepentingan-
kepentingan lainnya yang berkaitan dengan manusia. Masalah sengketa
tanah antara beberapa pihak sering kali timbul dan tidak jarang pula
menimbulkan korban nyawa dan harta benda dalam mempertahankan
sejengkal tanah yang menjadi hak miliknya.

Sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 jual beli hak milik
atas tanah didasarkan pada hukum adat yang bersifat tunai dan kontan.
Biasanya jual beli hak milik atas tanah dilakukan dimuka kepala adat
(desa), yang bukan hanya bertindak| sebagai saksi tetapi kedudukannya
sebagai kepala adat (desa) menanggung bahwa jual beli tersebut tidak
melanggar hukum. Pembeli mendapat pengakuan  dari masyarakat
sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat perlindungan hukum ijika
dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap
jual beli tersebut tidak sah.

Lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan pelaksannya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 10 |tahun 1961 mengharuskan agar
peralihan hak milik atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Dilakukannya jual beli dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah maka pembeli akan mendapat jaminan kepastian hukum.

Penulis dalam skripsi ini membahas permasalahan yang timbul
adalah : tentang terjadinya jual beli tanah yang dilakukan secara timbal
balik itu tidak diakui oleh pihak lain, akibat hukum dari suatu pembatalan
perjanjian secara sepihak, dan ang menjadi pertimbangan hakim
sebagai dasar putusan Mahkamah Agung Rl No. 1363.K/Pdt/1996.

Sedangkan tujuan penulisan ini adalah : untuk dapat mengetahui
jual beli tanah yang dilakukan secara sepihak tidak diakui oleh pihak lain,
untuk dapat mengetahui akibat hukum dari suatu pembatalan perjanjian
secara sepihak, dan untuk dapat mengetahui dan memahami
pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Rl dalam memutuskan
kasus tersebut.

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan
yang dibahas dalam skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode
yuridis normatif artinya pendekatan| masalah menggunakan peraturan
hukum yang berlaku erat kaitannya dengan masalah-masalah yang
dibahas.

Kesimpulan yang diambil dari jpermasalahan diatas adalah bahwa
pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan perjanjian
pengikatan antara dua belah pihak| tersebut tidak dapat dibuat tanpa

Xi
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adanya para pinak yang berkepentingan dengan perjanjian jual beli
tersebut sepeiti : penjual, pembeli, saksi-saksi, dan pejabat yang
mengesahkan perjanjian tersebut. Pengikatan perjanjian jual beli yang
tidak disetujui oleh salah satu pih menyebabkan perjanjian itu tidak
memiliki kekuatan hukum yang sah. Sekalipun perjanjian tersebut telah
dibuatkan suatu akta perjanjian dan dibuat dihadapan seorang Kepala
Desa, tetapi apabila didalamnya te apat unsur-unsur yang tidak dapat
terpenuhi sebagai syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320
KUHPerdata maka perjanjian terseb dapat dibatalkan.

Saran yang dapat penulis sa paikan adalah sebelum seseorang
membeli sebidang tanah perlu diteliti dengan seksama karena hal ity
untuk menghindari hal-hal yang kur ng menguntungkan dikemudian hari
baik itu bagi pembeli maupun bagi penjual. Dan dengan berlakunya UUPA
No. 5 Tahun 1960 seharusnya setia kegiatan yang berhubungan dengan
hak milik atas tanah dilakukan dih apan PPAT. PPAT sebagi pejabat
yang berwenang mempunyai peran nting dan menentukan, harus dapat
menjamin kepastian hukum terhadap jakta jual beli tanah yang dibuat.

xiii
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang '

Tanaih memegang peranan yang penting bagi kehidupan manusia,
pentingnya tanah bagi manusia karena kehidupan manusia tidak bisa
dipisahkan dari tanah. Seperti kita |ketahui bahwa masyarakat Indonesia
sebagian besar menggantungkan hidupnya dari tanah. Karena sebagian
besar mata pencaharian masyarakat [ndonesia adalah bidang pertanian atau
bercncok tanam yang mengandalkan tersedianya lahan yang cukup.

Oleh karena itu tidak jarang persoalan tanah menjadi sumber
persengketaan dan peperangan, dimana orang tidak segan-segan untuk
menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa demi mempertahankan
sejengkal tanah yang dirasa menjadi hak miliknya. Apalagi pada era
globalisasi sekarang ini dimana seolah-olah tiada batas antar negara dan
ditunjang dengan sarana komunikasi dan informasi yang sudah sedemikian
maju serta pertumbuhan ekonomi yang cepat, tanah mempunyai peranan
yang sangat vital, khususnya dalam bidang ekonom:i sehingga tanah memiliki
nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Dalam perkembangan hubungan antara manusia dengan tanah maka
timbul berbagai macam perbuatan hukum yang menyangkut masalah tanah,
misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, hipotik, kredit, kredit verband dan
sebagainya. Sebelum berlakunya UUPRA, jual beli hak atas tanah berdasarkan
pada hukum adat. Dimana ada dua hal yang menyebabkan tanah itu menjadi
hak milik yaitu :

1. Berdasarkan sifatnya
Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun
mengalami keadaan yang bagaimanapun juga toh masih bersifat
tetap dalam keadaannya, tr
menguntungkan.

ahkan kadang-kadang menjadi lebih
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2. Berdasarkan fakta

Bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal masyarakat, memberikan
kehidupan kepada masyarakat, merupakan tempat dimana para
warga masyarakat yang meninggal dunia di kebumikan (Soerojo
Wignjodipoero, 1994:197)
Biasanya jual beli hak atas tanah dilakukan dimuka Kepala Desa

(adat), yang bukan hanya berti

kedudukannya sebagai Kepala Des

dak sebagai saksi tetapi dalam
(adat) menanggung bahwa jual beli
tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dalam hukum adat jual beli
tanah itu menyebabkan beralihnya hak milik tanak dari penjual kepada
pembeli untuk selama-lamanya. Umumnya dari jual beli hak atas tanah itu
dibuatkan suatu akta berupa pernyataan dari pihak penjual bahwa ia telah
menjual tanahnya kepada pembeli dan telah menerima harga yang telah
ditentukan, bahwa sejak saat itu ial bukan pemilik lagi dari tanah yang
bersangkutan, karena sudah beralih m njadi hak milik pembeli. Maka dari situ
telah terjadi bentuk hubungan hukum |antara orang-orang dengan perbuatan
hukum yang berkaitan dengan tanah adalah perjanjiani jual-beli ( hak atas )
tanah, yang berarti ada pihak pemilik atau penjual (hak ates) tanah yang
bermaksud untuk mengalihkan haknya atau menjual, dan ada pihak pembeli
yang bermaksud menerima pengali

dengan harga yang telah disepakati.

n ( hak atas) tanah atau membeli

Dengan berlakunya Undang{Undang No. 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarid. Maka peralihan hak milik atas tenah
tidak lagi dibuat dihadapan Kepala |Desa tetapi harus dibuat oleh dan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Ketentuan tentang kewajiban|pembuatan akta peralihan hak milik
atas tanah terdapat dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1961 yang berbunyi:

“Sefiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas
tanah memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan
tanah atau meminjamkan dengan hak atas tanah sebagai tangungan,
harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya
peraturan pemerintah ini disebut pejabat), akta tersebut bentuknya
ditetapkan oleh menteri agrana”.

Untuk membuat akta jual beli| Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

harus meneliti terlebih dahulu apak

h si penjual dan si pembeli tergolong
orang-orang yang berhak atau berwenang untuk melaksanakan perjanjian
jual beli hak atas tanah tersebut karena PPAT sebagai pejabat umum dan
atas kuasa peraturan perundang-un angan adalah pejabat yang berwenang
untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan pembebanannya. Karena
itu PPAT selalu dituntut agar selal

memberi kejelasan data tanah dalam
setiap pembuatan akta peralihan hak yang dibuatnya. Hal ini merupakan
Syarat pokok yang harus diperhatika mengingat bahwa terdapat bermacam-
macam status hak atas tanah dan sebagian besar belum terdaftar pada
kantor pertanahan. )
a adanya sengketa tanah yang akhir-
akhir ini sering terjadi berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dikarenakan
adanya pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli hak milik hak atas

tanah memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan peraturan yang
berlaku.

Kenyataan membuktikan ba

Berdasarkan hal diatas maka penulis mencoba membahas mengenai
sengketa perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara sepihak oleh
pembeli dimana oleh penjual menganggap bahwa perjanjian jual beli tanah itu
belum ditandatangani oleh para pihak, dan penjual merasa tidak pernah
menandatangani akta jual beli tanah tersebut. Hal tersebut dijadikan landasan
oleh penulis sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul : “TINJAUAN
YURIDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN
SECARA SEPIHAK*“ (Studi Putusan Mahkamah Agung RI
No.1363.K/Pdt/1996)
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1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan
Khususnya hukum perikatan menge
tanah berdasarkan pasal 1878 Kitab
kasusnya telah diputus sampai ting
Agung RI No.1363.K/Pdt/1996.

1.3. Rumusan Masalah

L

kripsi ini adalah bidang hukum perdata
i hukum perjanjian jual beli sebidang
Undang-uandang hukum perdata, yang
Kat kasasi dengan putusan Mahkamah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan

ruang lingkup diatas dapat dirumuska

1. Mengapa jual beli tanak

tidak diakui oleh pihak lain

n permasalahan sebagai berikut :

1 yang dilakukan secara timbal balik itu
?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari suatu pembatalan perjanjian

secara sepihak ?
3. Apakah yang menjadi pert
Mahkamah Agung RI No.1

1.4. Tujuan Penulisan

imbangan hakim sebagai dasar putusan
363.K/Pdt/1996 ?

Setiap penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian

.

pula dengan penyusunan skripsi ini adapun tujuan yang hendak dicapai

dalam penyusunan skripsi ini adalah s

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan me

untuk memperoleh gelar
Universitas Jember.
Untuk lebih memahami
sesuai dengan perkem
disumbangkan kepada
pengetahuan khususnya n

sebagai berikut :

ngkapi syarat-syarat serta tugas-tugas

e
yang bersifat mutlak sesuLi dengan ketentuan yang berlaku yaitu

sarjana hukum pada Fakultas Hukum

dan mengkaji permasalahan hukum

Dangan masyarakat sehingga dapat

khalayak sebagai tambahan ilmu

nengenai keabsahan perjanjian jual beli



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

tanah yang dilakukan

ecara sepihak menurut pasal 1878

KUHPerdata dan diharapkan nantinya pembaca khususaya

mahasiswa untuk dapat

1.4.2. Tujuan Khusus
1.

beli tanah yang dilakukan

oleh pihak lain.

Dapat mengetahui akibat |

secara sepihak.

Mahkamah Agung Rl dala
1.5. Metodologi Penulisan

Suatu penulisan dapat disebd
penulisan tersebut menggunakan n

enelaah lebih dalam.

Untuk dapat mengkaji dan menganalisa tentang terjadinya jual

secara timbal balik yang tidak diakui

nukum dari suatu pembatalan perjanjian

Dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim

m memutuskan kasus tersebut.

t sebagai suau ka,ya ilmiah, jika dalam
netode ilmiah. Metodologi merupakan

suatu cara untuk menemukan, mengembangkan dan mengetahui kebenaran,

hal ini dilakukan unutk memecahkan

masalah. Sehingga untuk mengetahui

kebenaran dalam penyusunan skrip

i ini dipergunakan perdekatan yuridis

normatif dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan hukum yang

berlaku sebagai dasar untuk melakuk:

1.5.1. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini digunakan
pendekatan masalah menggunakan
kaitannya dengan

Hadikusuma, 1995:60).

masalah-masalah

n pembahasan-pembahasan diatas.

pendekatan Yuridis Normatif artinya
peraturan hukum yang berlaku erat

yang dibahas (Hilman
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1.5.2. Sumber Data
Sumber data merupakan al

t yang dipakai untuk memperoleh data
dalam penyusunan skripsi ini. Sejalan dengan metode penulisan yang
dipergunakan, maka penulisan skripsi ini menggunakan sumber data
sekunder. Sumber data sekunder penulis peroleh dari sumber data dengan
melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku literatur, peraturan-
peraturan perundang-undangan,

raturan pemerintah (Effendi Perangin,
1994:55) , data yang berupa putusan-putusan pengadilan di majalah varia
peradilan yang mendukung permasalahan sehingga data-data yang diperoleh
menjadi jelas dan sesuai dengan|judul. Kemudian data tersebut dikaji
berdasarkan metode analisa secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan
(Hilman Hadikusuma, 1995 :60).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Didalam rangka mengumpulkan data informasi yang ada
hubungannya dengan obyek atau masalahnya, Instrumen atau alat
pengumpulan data memegang ranan yang sangat penting dalam
mengumpulkan data, karena jika alat —alat yang digunakan salah atau tidak
sesuai dengan kondisi yang ada akan menghasilkan data yang salah,
maksudnya data yang diperoleh tidak sesuai dengan pokok permasalahan.
Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

Studi Literatur maksudnya dat yang diperoleh dari kepustakaan, hal
ini penting untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan pokok
permasalahan. Cara yang dipergunakan adalah membaca, mempelajari dan
mengkaji literatur-literatur, peratu n-peraturan serta putusan-putusan
pengadilan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.4. Metode Analisa Data

Mengingat permasalahan yanj akan dibahas dalam skripsi ini adalah

masalah sosial maka untuk menganalisa data yang diperoleh dipergunakan

metode diskriptif kualitatif yaitu metode analisa yang dilakukan dengan cara
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memberikan uraian, gambaran atau data yang diperlukan dan studi

kepustakaan ke dalam fakta empiris.
Mengingat penulisan skripsi i

I pembahasznnya dititik beratkan pada

pendekatan yuridis normatif, maka sistem analisa data lebih diarahkan pada

pemecahan masalah atas dasar d
dimasyarakat.

a dan kerangka hukum yang beriaku
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM, LANDAS/N TEORI

2.1 FAKTA ,
Pembahasan skripsi ini didasarkan pada suatu fakta yang ada pada
majalah Varia Peradilan Nomor 174 Tahun XV Maret 2000 yaitu :
Ny. Suci, istri Wasdjan, seorang Kepala Desa mempunyai anak Adardi,
mereka diam didesa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kab. Cirebon. Ny
Suci memiliki dan menguasai serta m nggarap dua bidang sawah sejak
tahun1974, karena ia telah membeli
anaknya Aripin dengan bukti Surat Tanda Tangan diatas kertas segel
yang diketahui oleh Kepala Desa dengan dibubuhi stempel desa :
- Pada tanggal 5 Februari (1974, Ny. Suci membeli dari Ny.
Umirah sawah persil C 1487-64-Klas IV, luas 2 bau, Desa
Jatianom.

- Pada tanggal 10 April 1974,|Ny. Suci membeli dari Ny. Umirah
sawah persil C 1487-62-Klas IV luas 2,5 Bau.

Setelah lebih dari 20 tahun amanya menggarap tanah sawah
tersebut, pada tahun 1995, Ny. Suci dan anaknya merasa terganggu
ketenangannya karena NY. Umirah enyuruh orang lain untuk meminta
kembali tanah sawahnya tersebut diatas dari penguasaan Ny. Suci dan
anaknya, dengan alasan Ny. Umirah dan anaknya Aripin sebagai pemilik
kedua bidang tanah diatas merasa tidak pemah menjuainya kepada Ny.
Suci. Ny. Umirah beranggapan kedua sawah tersebut dirampas dan
dikuasi oleh Ny. Suci istri Kepala Desa, Wasdjan, saat Ny. Umirah pindah
ke Cirebon mengikuti suaminya. Ny. Suci menolak tudingan Ny. Umirain
bahwa ia merampas tanah sawah tersebut dari tangan Ny. Umirah.
Dengan alasan karena telah terjadi jual-beli sawah antara mereka

sebagaimana ternyata dalam “Surat Tanda Tangan diatas kertas segel
yang diketahui oleh Kepala Desa.
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Karena merasa terganggu atas

dan anaknya Ardadi melalui kuasanya

Pengadilan Negeri Sumber terhadap N
Aripin sebagai Tergugat Il, dengan tunt

1. Menyatakan transaksi jual-beli s

tanggal 5 Februan 1974 dan Suraf

1974 adalah syah menurut hukum.

llah Ny. Umirah, maka Ny. Suci
mengajukan gugatan perdata di
y. Umirah sebagai Tergugat | dan
n sebagai berikut :

a
j‘wah sengketa antara Ny. Suci
dengan Ny. Umirah, yang tercantu

m dalam “Surat Tanda Tangan’
Tanda Tangan tanggal 10 April

2. Menyatakan Penggugat Ny Suci adalah Pemilik sah tanah sawah
sengketa.

3. Menghukum Tergugat bersama-sama Penggugat menghadap PPAT
untuk membuat Akta jual-beli tanah sawah sengketa.

4. Menyatakan bila Tergugat tidak bersedia hadir menghadap PPAT
dalam membuat Akta Jual Beli tersebut, maka Penggugat ditunjuk
sebagai Kuasa sah dari Tergugat untuk mewakili Tergugat
menandatangani Akta Jual Beli tanah sebagai pihak penjual.

5. Menyatakan sita jaminan atas tanah sawah sengketa adalah sah dan
berharga.

6. Menghukum paraTergugat secara tanggung renteng membayar uang

paksa (dwangsom) Rp. 500.000,-/hari bila lalai memenuhi putusan ini.

Di PENGADILAN NEGERI

Atas gugatan Ny. Su¢i diatas pihak Tergugat Ny.Umirah melalui

kuasanya memberikan tanggapan berug

Eksepsi yang menyatakan ba
menurut PP No. 10/1961 jo UU No.5/
PPAT. Bila ada zegel jual-beli maka
Kepala Desa yang mengesahkan jual

No.10/1961. Dalam pokok perkara, Ny.

a:

hwa taransaksi jual beli tanah
1996, harus dilakukan dihadapan
harus diuji asli tanda tangannya
beli dalam zegel melanggar PP

Umirah menolak gugatan Ny. Suci

dan berpendirian Ny. Umirah dan anaknya (Tergugat) tidak pernah

menjual sawah sengketa kepada Ny.

Terguigat Ny. Umirah dan anaknya Ar

Suci (Penggugat). Selanjunya

pin mengajukan gugatan balasan
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atau Rekonpensi terhadap Ny. Suci dan
berikut :

10

anaknya dengan tuntutan sebagai

1. Menyatakan sawah sengketa adalah milik Aripin (Penggugat
Rekonpensi).

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi Ny. Suci Cs. Mengembalikan dua
bidang sawah sengketa kepada Penggugat Rekonpensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada
Penggugat atas sewa tanah sawah selama 16 tahun padi kering
sebanyak 14 ton.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng

membayar uang paksa Rp. 2.500,-/s¢
putusan ini.
Majelis Hakim Pertama yang me
mempertimbangkan sebagai berikut :
Eksepsi yang diajukan oleh Te
karena eksepsi tersebut sudah menyang
belah pihak Penggugat dan Tergugat 3
tunduk pada Hukum Adat. Dalam Huku
dilakukan dengan syarat tunai dan
Simultaneus transfer), dan supaya men
oleh Pejabat Desa/Kepala Desa setemp:
Bukti P1 dan P2, “Surat Tanda T
diketahui Kepala Desa telah memen
menurut hukum adat. Karena Jual beéli
syah. Pendirian Hakim Pertama terseb
Mahkamah Agung yaitu :
Putusan MA — Rl No.1211.K/S
Putusan MA — RI No.840.K/Si
Putusan MA — RI No. 663.K/Si

Karena jual-beli tanah sawah sé

sengketa adalah miliknya para Peng

etiaphari. Tergugat lalai memenuhi
ngadili perkara dalam putusannya

rgugat harus dinyatakan ditolak,
gkut materi pokok perkara. Kedua
adalah orang Indonesia asli yang
m Adat, transaksi jual beli tanah
terang, (Kontante Handeling-
adi terang, maka harus diketahui
at.
angan diatas Zegel-jual-beli yang
uhi syarat-syarat jual-beli tanah
sawah sengketa telah terjadi dan
Ut didasarkan pada Jurisprudensi

{

ip/1971 tanggal 15 April 1972
p/1971 tanggal 19 Januari 1972
p/1970 tanggal 22 Maret 1972.
engketa adalah sah, maka tanah

jgugat. Karena jual-beli sawah
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tersebut memang sah dan sah huk
ketentuan PP No0.10/1961, cukup berala
sama Penggugat menghadap PPAT unt
sawah sengketa. Berpedoman pada pt
No0.2318.K/Sip/1990 dapat dibenarkan,
menghadap PPAT untuk membuat Akta
dapat ditunjuk sebagai kuasa sah dari
menandatangani Akta Jual-Beli tersebu
Penggugat telah ditunjuk sebagai Kua
menghadap PPAT, maka tuntutan uang
Berdasar atas pertimbangan di
Negeri Mengabulkan gugatan Konpensi
- Menyatakan traksaksi jual-be
dengan Tergugat yang tercan
5 Februari 1974 dalam Surs
adalah sah menurut hukum.
Menyatakan kedua tanah
Penggugat,
Menghukum Tergugat bersam
menghadap PPAT membuat
Beli tanah sawah tersebut.
Di PENGADILAN TINGGI
Majelis Hakim Banding setelah
Majelis Péngadilan Tinggi memberi pu
menguatkan putusan
No.14/Pdt.G/1995/PN.Sbr tanggal 12 Ju
Di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Re
Ny. Umirah Cs menolak pu

mengajukan kasasi dengan mengungka

Pengadilan

itusan Pengadilan Tinggi

11

umnya, maka untuk memenuhi
san agar para Tergugat bersama-
uk membuat Akta Jual-Beli tanah
utusan MA — Republik Indonesia
pbila Tergugat tidak bersedia hadir
Jual-Beli tanah, maka Penggugat
Tergugat yag mewakili Tergugat
it sebagai pihak penjual. Karena
sa Tergugat mewakilia Tergugat
paksa harus ditolak.

atas, Majelis Hakim Pengadilan
untuk sebagian yang amarnya :

i tanah sawah antara Penggugat
tum dalam “Surat Tanda Tangan”
at Tanda Tangan 10 April 1974

sengketa adalah sah miliknya

a-sama dengan Penggugat untuk
dan menandatangani Akta Jual-

memetiksa perkara ini akhirnya

tusan perkara ini d8ndan amar :

Negeri Sumber

1 1995.

publik Indonesia

dan

pkan keberatan sebagai berikut :
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1. Judex facti keliru di dalam menilai pembuktian bukti P1 dan P2

sehingga keliru menerapkan pertimbangan hukumnya.

2. Surat tanda tangan diatas segel tidak mencerminkan tujuan

pemindahan hak tanah (Jual —Beli)

3. Hanya penjual yang tanda tangan.

Tidak diterangkan siapa pembeli

dan siapa yang menyerahkan uangnya.

4. Kepala Desa dengan Ny. Suci adalah suami isteri sehingga mudah

membuat segel dan mencapnya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini

dalam putusannya mempertimbangkan

menerapkan hukum, pembuktian dala

bahwa : Judex facti telah salah

perkara ini, sehingga putusan

Judex facti harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung

akan mengadili sendiri perkara ini dengan alasan yuridisnya sebagai

berikut :

1. Bukti P.1 dan P.2 (surat tanda tangan diatas segel) oleh Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi dikonstruksi dan disimpulkan sebagai
‘AKTA DIBAWAH TANGAN YANG BERSIFAT PARTAI". Oleh Judex
facti bukti P.1 dan P.2 dinilai sebagaji surat bukti jual beli yang bersifat

partai. Padahal bila diteliti, bukti P1

n P2 tersebut ternyata berbentuk

surat pengakuan sepihak ddri Tergugat 1 dimana penerapan dan
penildiannya tunduk pada keténtuan ex pdsal 1878 KUHPéErdata.

2. Dalam persidangan ternyata Pehd

dugat (Ny. Suci ) tidak dapat

membuktikan bahwa tulisan tangan yang tertuang dalam bukti P.1 dan

P. 2 tersebut adalah merupakan tul
Tergugat 2. Bahkan para Térgugat

san tangan dari Terdugat 1 atau

telah membantah isi dan tulisan

tangan dalam kedua surat tersebut sebagai tulisannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas
memberikan putusan dengan amar :
Mengadili :

Majelis Hakim Mahkamah Agung
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Membatalkan putusan Pengadilan Ting
452/Pdt/1995/PT.Bdg dan putusan P
14/Pdt.G/1995/PN.Sbr.

Mengadili sendiri :

Dalam Konpensi :

Dalam eksepsi :menolak eksepsi Tergug
Dalam pokok perkara :

Menolak guagatan Penggugat untuk selu
Dalam rekonpensi :

Mengabulkan gugatan untuk s
- Menyatakan tanah sawah seé
Rekonpensi Aripin.
Menghukum para Tergugat |

bidang tanah sawah sengketa

2.2 Dasar Hukum

Dalam membahas permasalahan
ini penulis meninjau perjanjian jual beli
undangan yang berlaku, kemudian dikon
sarjana. Adapun dasar hukum vya
permasalahan diatas adalah sebagai ber
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdat
Pasal 1320 KUHPerdata, untuk

eémpat syarat :

a.

13

)gi Jawa Barat di Bandung No.

engadilan Negeri Sumber No.

at .

ruhnya.

ebagian.

2ngketa adalah milik Penggugat

Rekonpensi mengembalikan dua
kepada Penggugat Rekonpensi.

yan timbul dalam memo hukum
tanah dari peraturan perundang-
\parasikan dengan pendapat para
ng dipakai untuk membahas
kut :

a:

sahnya persetujuan diperlukan

sepakat mereka yang mengik

kecakapan untuk membuat s

suatu hal tertentu;

Pasal 1878 KUHPerdata,

dibawah tangan untuk memba

per

memberikan suatu barang yang d

suatu causa yang diperbolehka

kan diri;

uTtu perikatan;

an.
katan-perikatan utang sepihak
yar sejumiah uang tunai atau

apat ditetapkan atas suatu harga
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tertentu, harus seluruhnya ditulis
sendiri, atau paling sedikit, se
dengan tangan si penanda tan
memuat jumlah atau besarnya bg
Pasal 1457 KUHPerdata, jual
dengan mana pihak yang s
menyerahkan suatu kebendaar
membayar harga yang telah dijan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 T

Tanah

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian, Perikats
Dalam pasal 1313 KUH Perdat

perbuatan di mana seorang atau beber

sesuatu hak terhadap seséorang bebs

R. Tjitrosudibio, 1995:338)
Dalam Buku Il KUH Pérddta pe

luas dari perkataan perjanjian. A&apuh

1, dan pihak yang lain

14

dengan tangan si penanda tangan

lain tanda tangan, harus ditulis

gan sendiri suatu perjanjian yang

rang yang terutang.

beli adalah suatu persetujuan,

atu mengikatkan dirinya untuk

untuk
jikan.

1960 Tentang Peraturan Dasar

‘ahun 1997 Tentang Pendaftaran

h
a arti perjanjian adalah : "Suatu
apa orang mengikatkan diri untuk

erapa orang lainnya." (R.Subekti,

rikatan mempunyai arti yang lebih
yang dimaksud dengan perikatan

oleh buku Il KUH Perdata ialah : &

atu hubungan hukum (mengenai

kekayaan harta benda) antara dua orang , yang memberi hak pada yang

satu untuk menuntut barang séuatu d

yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tu

Menurut R. Subekti perikatan dal

"verbintenis" yaitu suatu hubungan huk

adalah hak dan kewajiban : suatu h
disebelah

(R Subekti 1995 :123).

lain suatu kewajiban untt

| yang lainnya, sedangkan orang
ntutan itu.

am bahasa Belanda sama dengan
um antara dua pihak, yang isinya
ak untuk menuntut sesuatu dan

ik memenuhi tuntutan tersebut
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Sedangkan perikatan menurut {
setiap perikatan dilahirkan baik karet
undang-undang.dan menurut undang-uri
dari suatu pesetujuan (perjanjian) atau u

Persetujuan menurut pasal 131
perbuatan dengan mana satu orang
terhadap satu orang lain atau lebih. Mer
perikatan dan perjanjian dapat diluki
perikatan itu dilahirkan dari suatu pe
bahkan

itu masih ada sumber-st

perjanjian adalah sumber,
Disamping
melahirkan perikatan. Secara tepatnya d
itu dilahirkan dari : perjanjian, undang

(R Subekti 1995:140).

2.3.2 Pengertian Jual Beli
Jual beli (menurut KUH Perdata)
balik dalam mana pihak yang satu (si pe
hak milik atas suatu barang, sedang
berjanji untuk membayar harga yang t
imbalan dari perolehan-hak milik tersebu
Dalam pasal 1457 KUH Perdata

sumber utama, dari

15

pasal 1233 KUHPerdata adalah
na persetujuan maupun karena
dang suatu perikatan dapat lahir
ndang-undang.

3 KUH Perdata adalah suatu
atau lebih mengikatkan dirinya
wrut R. Subekti hubungan antara
skan sebagai berikut : Bahwa
janjian. Dengan perkataan lain:
perikatan,
imber lainnya yang juga bisa
apat dirumuskan bahwa perikatan

-undang dan hukum tak tertulis

adalah suatu perjanjian bertimbal
njual) berjanji untuk menyerahkan
pihak yang lainnya (si pembeli)
ordiri atas seéjumlah uang sebgai
b (Subekti, 1989:1)

Jual Beli addlah suatu perjanijian,

denganh mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

suatu kebendaan, dan pihak yang lain u

ntuk rhembayar hatga yang telah

dijanjikan. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan, bahwa jual beli itu

dianggap telah terjadi antara ke dua
mencapai kata sepakat mengenai be
harganya, biarpun benda tersebut belu
belum dibayar. Perjanjian jual beli f
perjanjian (hukum perikatan atau hukum

yuridisnya termasuk hukum benda ( hukt

belah fihak pada saat mereka
nda yang dijual-belikan itu serta
m diserahkan dan harganya pun
pengaturannya termasuk hukum
perutangan), sedang penyerahan

ym tanah atau hukum agraria).
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Menurut Hukum Adat jual-beli tangh adalah suatu perbuatan hukum
yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada

pembeli untuk selam-lamnya pada saat mana fihak pembeli menyerahkan

harganya kepada penjual. Jual beli tanah menurut hukum adat bersifat
contant atau "tunai". Pembayaran harga dan penyerahan haknya
dilakukan pada saat yang bersamaarn. Biasanya jual beli tanah itu
dilakukan dimuka Kepala Adat (Desa), yang bukan hanya bertindak
sebagai saksi tetapi dalam kedudukanya sebagai Kepala Adat (Desa)
menanggung bahwa jual beli tersebuf tidak melanggar hukum yang
berlaku.

Sedangkan pengertian jual beli tanah pada hakikatnya merupakan
salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak atau orang lain yang

berupa dari penjual kepada pembeli tanah (Harun Al Rashid, 1986 : 50).

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Tanah

Sebelum jual beli dilakukan antarg pemilik tanah dan calon pembeli,
tentunya sudah dicapai kata sepakat mengenai akan dilakukannya jual-
beli itu :tanah mana yang akan jual dan berapa harganya, bilamana jual
belinya akan dilakukan.

Kata sepakat itu akan menimbulkan perjanjian, yang dapat disebut
perianjian jual-beli. Menurut hukum |adat, untuk sahnya perjanjian
disyaratkan adanya apa yang disebut "panjér" berupa uang atau benda
yang oleh calon pembéli diserahkan kepad# pémiliknya.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk $ahnya perjanjian menurut
pasal 1320 KUHPerdata #dalah :

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang dibolehkan.
Keempat syarat sahnya perjanjian ini harus ada dan bersifat kumulatif,

artinya jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian tidak sah.
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Mengenai syarat pertama, tiada suatu kesepakatan yang sah

apabila sepakat itu diberikan karena k
paksaan atau penipuan.

Syarat kedua, setiap orang adalak
kecuali oleh undang-undang dinyatakan
undang-undang itu adalah :orang-orang
aayat (1) KUHPerdata), orang yang ditd
1330 ayat (2) KUHPerdata), orang yang
(pasal 22 Undang-Undang Kepailitan).

Syarat ketiga, hanya barang-bar
saja yang dapat dijadikan pokok perja
mempunyai obyek atau sebagai pokok
ditentukan jenisnya.

Syarat keempat, suatu perjanian
atau dibuat dengan sebab yang palsu

hukum.

2.3.4 Kekuatan Hukum Perjanjian (Pen

Perlu diketahui bahwa perjanjian
Q

4

undang-undang diakui oleh hukum.
memenuhi syarat tidak akan diakui ol
pihak-pihak yang bersangkutan. Kareng
dan mematuhi perjanjian yang mereka

ekhilafan, atau diberikan dengan

) cakap untuk membouat perikatan,
tidak cakap. Maksudnya menurui-
yang belum dewasa (pasal 1330
iruh dibawah pengampuan (pasal

dinyatakan dalam keadaan pailit

ang yang boleh diperdagangkan
njlan dan setiap perjanjian harus

suatu barang yang paling sedikit

yang dibuat tanpa suatu sebab

atau terlarang adalah batal demi

gikatan) Jual Beli Tanah

yang memenuhi syarat menurut
yebaliknya perjanjian yang tidak
h hukum, walaupun diakui oleh
) itu selagi pihak-pihak mengakui

buat walaupun tidak memenuhi

syarat, perjanjian itu berlaku antara me

eka. Apabila sampai suatu ketika

ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan

atau menyatakan perjanjian itu batal (A _ulkadir Muhamad, 1989:89).

Menurut hukum adat kekuatan hukum pengikatan jual beli tanah

terjadi setelah dilakukan dimuka K
bertindak sebagai saksi tetapi dalam ke
menanggung bahwa jual beli tersebu

berlaku. Dengan dilakukannya dimuka

ala Desa yang bukan hanya
dudukannya sebagai Kepala Adat
t tidak melanggar hukum yang
Kepala Adat (Desa) jual beli itu
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menjadi terang atau sah menurut hukum.
mendapat pengakuan dari masyarakat
baru dan akan mendapat perlindungan
gugatan terhadapnya dari pihak yang me
sah. Umumnya dari jual beli tanah it
pernyataan dari pihak penjual bahwa ia
pihak pembeli dan telah menerima harga

Dalam pasal 1320 KUH Perdat
perjanjian, yaitu sepakat para pihak,

perjanjian yang jelas, sebab-sebab yang

18

Dengan demikian maka pembeli

bahwa ia sebagai pemilik yang

hukum jika di kemudian hari ada
2nganggap jual beli tersebut tidak

i uibuatkan suatu akte, berupa

telah menjual tanahnya kepada
yang telah ditentukan.

a tentang syarat-syarat sahnya

kecakapan para pihak, obyek
dibolehkan, maka pengikatan itu

berlaku sebagai perjanjian yang sah. Dan pengikatan sebagai perjanian

yang sah berlaku sebagai undang-unda
ditarik kembali dan para pihak harus m

demikian sesuai dengan ketentuan dalan

ng bagi para pihak, tidak dapat

elaksanakan dengan itikad baik,
1 pasal 1338 KUHPerdata.
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BAB
PEMBAEK

3.1. Pengakuan Secara Sepihak Jual
Ketentuan Hukum Tidak Dapat L

Berdasarkan fakta yang ada dim
tanah antara Ny Suci Cs dengan Ny
Ny Umirah mempunyai anggapan bahw
itu dilakukan secara sepihak karena
merasa tidak pernah menjual tanahnya
persetujuan untuk menjual tanahnya &
tanda tangan dalam surat diatas kerta
Desa.

Sebagaimana disebutkan dalam
syarat sahnya perjanjian dimana dalan
persetujuan kehendak antara pihaki
(consensus)". Yang dimaksud dengan
kesepakatan, seia sekata antara pihal
yang dibuat. Dan persetujuan kehend:
sifatnya adalah bebas, artinya betul-b
pihak, dan tidak ada paksaan sama seks

Dari ketentuan pasal 1320 KUH
Ny Suci telah melakukan pengakuan set
yang telah mereka lakukan terhadap
Dimana Ny Umirah beranggapan bahw
kepada Ny Suci dengan alasan ba
persetujuan. Dalam pasal 1266 KUH P

19

1ASAN

Beli Tanah Oleh Pembeli Menurut

Dibenarkan

ana dalam proses transaksi jual belii

Umirah dan anaknya Aripin. Dimana

a tanahnya yang dibeli oleh Ny Suci
Ny Umirah beranggapan bahwa ia
dan juga tidak pernah memberikan

paik itu berupa pernyataan maupun
s segel yang diketahui oleh Kepala

Pasal 1320 KUH Perdata tentang

n huruf (a) dikatakan bahwa " Ada
-pihak yang membuat

perjanjian
persetujuan kehendak disini adalah
k-pihak mengenai pokok perjanjian
ak yang dibuat oleh para pihak itu
etul atas kemauan sukarela pihak-
li dari pihak manapun.

Perdata diatas dapat dilihat bahwa
cara sepihak terhadap jual beli tanah
Ny Umirah sebagai pemilik tanah.
a ia tidak pernah menjual tanahnya
hwa ia tidak pernah memberikan
erdata dikatakan bahwa : " Syarat



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang

bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya".

Jadi dalam proses perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh kedua belah

pihak itu tidak menimbulkan hubungan timbal balik sesuai dengan
persetujuan-persetujuan yang civuat gleh para pihak . Karena salah satu
pihak yaitu pihak pembeli (Ny Suci) tidak memenuhi kewajibannya kepada
pihak penjual (Ny Umirah). Dan bukti-bukti dalam pemeriksaan di tingkat
Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melaksanakan
perjanjian jual beli tersebut tidak dapat menunjukkan bukti bahwa para pihak
tersebut telah melakukan jual beli. Pembatalan atas perjanjian pengikatan
yang dilakukan oleh penjual (Ny Umirah) dengan dalih bahwa perjanjian
tersebut belum memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian, karena
pihak pembeli telah melakuan tindakan penipuan yaitu memalsukan tanda
tangan dari pihak penjual (Ny Umirah) di atas surat segel. Melihat hal
tersebut diatas maka seharusnya Ny Suci dan anaknya Ardadi dapat
dilaporkan kepada pihak berwajib dan dapat dituntut dengan hukum pidana
karena perbuatanya tersebut telah merugikan Ny Umirah dan anaknya Aripin
selama 20 tahun. Karena selama masa tersebut Ny Suci dan anaknya Ardadi
telah memanfaatkan dan mengelola tanah tersebut seperti tanah mereka
sendiri.
Sébagaimana tersebut dalam| pasdl 1877 KUH Perdata "Jika
seseorang memungkiri tulisan atau tanda tandannya, atalibun jika para ahli
warisnyé atau orang-orang yang mendap#t hak daripaddfiya menerangkén
tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan Supaya kebenarin
dari tulisan atau tanda tangan tersebut dipefiksa dimuka péngadilan".
Berdasarkan ketentuan diatas Mahk&mah Agung betanggapan bahwa
Pengadilan Negeri Sumber Dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Di Bandung
telah keliru dalam memberikan keputusannya karena bukti P1 dan P2 (Surat

Tanda Tangan Diatas Zegel) tidak diteliti apakah tulisan dan tanda tangan
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dari Ny Umirah itu asli atau palsu. Yang menjadi permasalahan disini, adalah
penilaian atas kedua surat bukti tanda tangan diatas kertas bersegel dalam

perkara ini adalah mengenai bentuk "akta dibawah tangan" tersebut

merupakan “akta pengakuan sepihak" yang keabsahannya tunduk pada
pasal 1878 KUH Perdata. Karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan pasal
1878 KUH Perdata, Maka bukti surat tanda tangan diatas segel tidak sah
sebagai alat bukti meskipun tetera didalamnya, atas pengetahuan Kepala
Desa. Berdasarkan ketentuan hukum maka perjanjian jual beli tanah tersebut
dapat dibatalkan karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

3.2. Akibat Hukum Dari Suatu Pembatalan Perjanjian (Pengikatan)
Secara Sepihak.

Sebagaimana telah diterangkan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh
orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak
sendiri, begitu pula yang dibuat kareng paksaan, kekhilafan atau penipuan
ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada
umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua pihak yang melakukan
perjanjian jual beli dikembalikan seperti pada saat waktu perjanjian belum
dibuat. Kalau yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk melindungi
suatu pihak yang membuat perjanjian dimana didalamnya telah terjadi suatu
paksaan, kekhilafan atau penipuan, makad pembatalan itu hanya dapat
dituntut oleh orang-orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu.
Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk
menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian

yang mempunyai sebab yang bertetentangan dengan undang-undang,
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kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat dimintakan
oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan.

Penunututan pembatalan akan tidak diterima oleh Hakim, jika ternyata
sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena orang yang
telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan
padanya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta
pembatalan. Selain apa yang diatur daklam KUH Perdata yang diterangkan
rdonansi Woeker (Stbl. 1938 - 524)

diberikan pada hakim untuk membatalkan perjanjian, jikalau ternyata antara

diatas ini, ada pula kekuasaan oleh

kedua belah pihak telah diletakkan k
lain jauh tidak seimbang dan ternyata
bodoh, kurang pengalaman atau dalam

Dalam hukum adat sistem yang
hak atas tanah, umumnya dikenal deng

perpindahan hak atas tanah serentak t¢

ajiban timbal balik yang satu sama
pula satu pihak telah berbuat secara
keadan terpaksa.

dipakai berkenaan dengan jual bel
jan sistem kontan dan nyata, dimana

eriadi begitu pembayaran harga tanah

diserahkan oleh pembeli. Demiki

pertemuan kehendak haruslah

dikonkritkan dengan penyerahan panjer supaya mengikat secara hukum
adat. Persétujuan jual beli dibuat diatas segel atau dibuat tanpa diatas segel
dibubuhi dengan materai secukupnya yang dibuat para pihak dihadapan

Kepala Desa yang bersangkutan, $e
oleh karena itu hak milik tersebut telah
Yurisprudensi
601.K/Sip/1972 berpendapat bahwa :
"Jual beli tanah yang dilaksan
dan Camat selaku Pejabat Akta Tan

Mahkamhah Agung dalam putusan

éligus berlaku sebagai penyerahan,
peralih.

Reg. No.

an didesa dan diketahui oleh Lurah
sudéh cukup metnbuktikan adanya

jual beli yang sah (syarat untuk sahnya sudah dipenuhi) dan syarat-syarat
menurut pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 mengenai ini, bukan menentukan

syarat untuk sah tidaknya perjanjian jual beli, tetapi hanyalah untuk suatu
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syarat pembuktian yang harus diikuti s
beli yang sah ".

Jadi berdasarkan hukum adat f
sudah disahkan oleh Kepala Desa a
pembeli tidak disebutkan berada dalar

23

etelah terjadinya suatu perjanjian jual

neskipun perjanjian jual beli tersebut
kan tetapi karena pihak penjual dan
n satu tempat disertai dengan saksi-

saksi yang ada maka perjanjian jual b

perjanjian jual beli tersebut tidak aka
Menurut ketentuan pasal 1338 KUH

li tanah tersebut dapat dibatalkan dan
memiliki kekuatan hukum yang sah.

rdata, perjanjian yang dibuat secara

sah, yaitu memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut
tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin
menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh pesetujuan pihak
lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun| demikian, apabila ada alasan-alasan
yang cukup menurut Undang-undang,|perjanjian dapat ditarik kembali atau
dibatalkan secara sepihak. Dalam hal perjanjian jual beli tanah antara Ny
Suci dengan Ny Umirah ini, para pihak|yang terikat dalam perjanjian tersebut
tidak disebutkan dalam satu tempat. [Hal ini dapat dilihat dari pembuktian
yang ada dimana pada saat pembelian tanah tersebut Ny Umirah tidak
berada di desa Jatianom melainkan mengikuti suaminya pindah ke Cirebon.
Sehingga Ny Umirah beranggapan bahwa Ny Suci telah merampas dua
bidang tanahnya dan dia dengan mudah dapat membuat surat perjanjian jual
beli tanah diatas segel karena pada waktu itu yang menjadi kepala Desa
adalah suaminya sendiri sehingga ia dapat memperoleh stempel dari Kepala
Desa untuk mengesahkan jual beli tanah térsebut.

tersebu

Dengan adanya hal
menganggap bahwa perjanjian jual b

Umirah tersebut mengandung cacat

menilai dalam pembuktian dalam buk
zegel tersebut Ny Suci tidak dapat me

diatas Pihak Mahkamah Agung
eli tanah antara Ny Suci dengan Ny
hukum. Karena Mahkarﬁah Agung
ti Surat Tanda Tangan diatas kertas

mbuktikan bahwa tulisan tangan yang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ada dalam bukti tersebut adalah tulis
Surat Tanda Tangan Diatas Kert
pembuktian tidak dapat dipakai seba

mempunyai nilai kekuatan pembuktian|

Dengan demikian dapat dilihat
terjadi antara Ny Suci dan NY Umirah
suatu perjanjian jual beli yang menagi
undang-undang perjanjian tersebut d;
pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjar
hal yang tegas dinyatakan didalamnya
menurut sifat dan persetujuannya, d

atau undang-undang.

as Zegel
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an tangan Ny Umirah. Sehingga bukti

tersebut menurut hukum

jai alat bukti yang sah sehingga tidak

bahwa perjanjian jual beli tanah yang

tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai
Kat para pihak dan menurut ketentuan
apat dibatalkan. Hal di tegaskan dalam
ijian itu tidak hanya mengikat pada hal-

, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

iharuskan oleh kepatutan, kebiasaan

3.3 Pertimbangan Hakim Yang Menjadi Dasar Putusan Mahkamah

Agung RI No. 1363 K/Pdt/1996

Berdasarkan gugatan yang did
terhadap tergugat (Ny Umirah Cs) tg
dilakukan antara pengugat dengan ter
maka Hakim Pengadilan Negeri Sum
dalam perjanjian jual beli tanah i€
pengugat dan menyatakan kedua
pengudat. Tergugat (Ny Umirah Cs)
dan
pengadilan Tinggi Bandung. Dalam
Bandung $etelah melihat-lihat bikti
putusan Pengadilan Negeri Sumbér

Juli 1995.

Pengadilan Négeri Sumber

jukan oleh penggugat (Ny Suci Cs)
rhadap masalah jual beli tanah yang
gugat di depan Kepala Desa Jatianom
pber berdasarkan bukti-bukti yang ada
méngabulkan gugatan dari
tanah séngketd adalah syah milik
merasa tidak puas atas putusan dari
kemudian Meéngajukan banding ke
putusannya Makim Pengadilan Tihggi

rsebut

memberi. putusan yaitu menguatkan
No. 14/Pdt.G/1995/PN.Sbr.tahggal 12
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Ny Umirah Cs merasa tidak

Pengadilan Tinggi Bandung. Sehingga 4

Ny Umirah Cs mengajukan permohonan
dimana dalam memori kasasi,

keberatan-keberatan atas pertimbangan

Ny LU
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puas atas putusan banding dari
tas putusan banding tersebut maka
kasasi kepada Mankamah Agung Ri
Jmirah Cs mengajukan beberapa
hukum dan putusan dari Pengadilan

Negeri Sumber dan Pengadilan Tinggi Bandung.

Mahkamah Agung dalam mern

berpendapat bahwa hakim Pengadilan N
Bandung telah salah dalam menerapkan
membatalkan putusan banding tersebut g
dalam pertimbangan hukumnya me
diajukan oleh pemohon kasasi yaitu Ny U
Mengenai keberatan pertama

menilai pembuktian bukti P1 dan P2
sehingga hakim Pengadilan Neger
hukum, pembuktian dalam perkar
tersebut harus dibatalkan. Selanjut
sendiri mengenai bukti P1 Dan P2
dapat membuktikan bahwa ia telah
dengdn pihak Tergugét (Ny Umirah
ternyata pihak Penggugat (Ny Suci)
dimana akta perjanjian jual beli tdnd
tangan yang bersifat partai sesuai
Perdata. Seolah-olah surat bukti P.
surat bukti transaksi jual beli tariah v,
dan P.2 dimaksud nyata-ntyata bert
tergugat (Ny Umiraﬁ). Oleh Ké#rena

berbentuk akta pengakuan sépihak

neriksa dan memutus kasus ini
egeri Sumber dan Pengadilan Tinggi
hukum. Sehingga Mahkamah Agung
lan kemudian mengadili sendiri serta
ngenai keberatan-keberatan yang
mirah Cs menyatakan bahwa :

1. Bahwa judek facti keliru dalam
(Surat tanda tangan diatas Zegel )
i Sumber telah salah menerapkan
a ini, sehingga putusan judex facti
nya Mahkamah Agung memeriksa
dimana Penggugat (Ny Suci) tidak
melakukan transaksi jual beli tanah
), karena dalam pefrjanjian tersebut
telah melakukan pé}janjian sepihak
h tersebut merupakén akta dibawah
dengén Keténtuan pasal 1874 KUH
1 dén P.2 tersebut bernilai sebagai
and bérsifat partai. Padahal bukti P.1
yentuk surat pengakuan sepihak dari
) sbcara faktual bukti P.1 dan P.2

maka penilaidn dan penerapannya
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tunduk pda ketentuan pasal 1878 KUHPerdata. Dengan demikian agar

Surat Tanda Tangan Diatas Zegel sah sebagai surat bukti:
- Harus seluruhnya akta itu| ditulis dengan tulisan tangan oleh
tergugat (Ny Umirah) sebagai penanda tangan diatas surat
bezegel tersebut.

- Atau paling tidak pengakuan tentang jumlah dan obyek barang

yang disebut didalamnya ditulis tangan oleh sipenanda tangan
dalam hal ini tergugat (Ny Umirah).
Berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan
Mahkamah Agung Berpendapat ; penguggat tidak dapat membuktikan
bahwa tulisan tangan yang tertuang pada bukti P.1 dan P.2 adalah
merupakan tulisan tangan tergugat (Ny. Umirah). Malahan tergugat
membantah isi dan tulisan tangan |yang tercantum dalam kedua surat
bukti yang dimaksud. Dalam keadaan seperti itu, ditinjau dari sistem
pembuktian surat bukti P.1 dan P.2|tidak sah sebagai alat bukti dengan
demikian kedua alat bukti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
Bahwa pendapat judex facti yang menegaskan oleh karena pembuatan
P.1 dan P.2 diketahui oleh Kepala Desa ( yang merupakan suami dari
penggugat atau Ny Suci) telah menjadikan transaksi jual beli tanah
tersebut menjadi terang, tidak dapat dibenarkan. Sebab yang menjadi
masalah pokok penilaian atas kedua alat bukti dalam perkara ini adalah
mengenai bentuk akta tersebut sebadai dkta pengakuan sepihak yang
keabsahannya tunduk pada ketértuan pasal 1878 KUHPerdata. Karéna
ternyata pembuatannya tidak se$ual denga ketentuan yang dirumuskan
dalam pasal tersebut, mengakibatkan bukti surat tanda tangan diatas
zegel tidak sah sebagai dlat bukti meskipun didaldmnya atas
pengetahuan Kepala Desa atau terdapat tanda tangan Kepala Desa.
Karena bukti surat tanda tanga diatas zegel tidak sah sebagai alat bukti,

sedangkan alat bukti yang lain baik itu berupa keterangan saksi atau
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surat tidak dapat membuktikan dalil
tentang adanya transaksi jual beli tg
bisa dipertahankan, dan harus dibata

Menimbang berdasarkan apa
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gugatan dari penggugat (Ny Suci)
nah maka putusan judex facti tidak

kan.

yang dipertimbangkan diatas maka

Mahkamah Agung mendapat cukup alacen untuk mengabulkan

permohonan kasasi para pemohon k

asasi dengan membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 11 Januari 1996 no.

452/Pdt/1995/PT.Bdg. yang mengu
Sumber tanggal 12 juli 1995 No. 14/P

atkan putusan Pengadilan Negeri
ts.Pdt. G/1995/PN.Sbr.

Sedangkan mengenai keberat

n yang diajukan oleh Tergugat yang

berpedoman pada Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 jo
PP No. 10 tahun 1961, dimana pada| setiap pemindahan hak atas tanah,
memberikan hakl barui atas tanah , harus dibuktikan dengan akta (pasal
26 UUPA, No.5 /1960 jo pasal 19, 25 PP No 10 /1961) dan Kepala desa
dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud yang dibuat tanpa akta
oleh pejabat. Larangan tersebut kalau dilanggar dipidana dengan
hukuman kurungan sélama-lamanya| tiga bulan dan atau denda sesuai
pasal 44 ayat (1 dan 2) PP No. 10/1961.

Sehingga jelas jual beli dibawah tangan yang dikuatkan oleh Kepala desa
jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah
tersebut.. sebab perjdnjian tersebut| dibuat pada tahun 1974 dimana
sudah diberlakukannya Undang-Unddng dan peraturan pemerintah
tersebut. Maka Mahkdamah Adung [tidak dapat mengabulkan karena
Mahkamah Agung berpendapat bafwa keberatan-keberatan tersebut
tidak dapat dibenarkan oleh kdtend Judéx Facti tidak salah dalam

menerapkan hukum.
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3.4 Analisa

Berdasarkan Putusan Mah
perjanjian jual Beli tanah antara Ny
secara sepihak tersebut, maka penu
telan diputuskan oleh Mahkamah A
memutuskan

Kkamah Agung tentang pembatalan
Suci Dan Ny Umirah yang dilakukan
lis tidak sependapat dengan apa yang
ung. Karena Mahkamah Agung dalam
perkara diatas menggunakkan KUH Perdata dimana
seharusnya pihak Mahkamah Agung harus mengkaji dan memutuskan
perkara sengketa tanah antara Ny Suci dengan Ny Umirah itu berdasarkan
aturan-aturan yang ada dalam hukum adat. Dikarenakan ke dua belah pihak
yang bersengketa tersebut merupakan penduduk asli pribumi yang tunduk

pada peraturan dalam hukum adat. Dalam hukum adat sendiri dikatakan

t adat dalam pelaksanaan perjanjian
bukan unsur subyektif atau obyektif tetapi terlaksana dan terjadinya
perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan secara bulat , tunai dan tidak
tercela. Yang dimaksud tidak ada cel nya, yaitu dalam masyarakat tidak ada
yang mempersoalkannya, tidak ada yang merasakan perjanjian itu tidak baik.
Sebaliknya walaupun perjanjian itu | dibuat dihadapan kepala desa, jika
masyarakat mempersolakannya, m ngangap hal itu tidak baik, maka
perjanjian itu sebenarnya tidak sah Sedangkan dalam pertimbangannya
hakim Mahkamah Agung dapat mem ergunakkan pasal 1320 KUH Perdata
mengenai syarat sahnya suatu perja jian. Dimana dalam hukum adat tidak
diatur secara jelas tentang syarat sah ya suatu perjanjian. :

Selain itu seharusnya pihak Mahkamah Agung juga dapat

menggunakkan UUPA No 5 Tahun 19690 sebagai bahan pertimbangannya

dalam memutuskan perkara jual
tersebut. Menurut Undang-Undang P
peralihan hak atas tanah harus di

li tanah antara kedua belah pihak
kok Agraria No. 5 Tahun 1960 setiap
aksarakan dihadapan pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri Agraria. Hal tersebut diatur dalam pasal 19 Peraturan
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Pemerintah No. 10 Tahun 1961, bahwa : "Setiap perjanjian yang bermaksud

memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai
tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan
dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut : Pejabat Pembuat Akta Tanah). Akta
tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria. Karena perjanjian jual beli {anah
tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak pada tahun 1975 maka kedua
belah pihak seharusnya melaksanakan perjanjian jual beli tanah tersebut
dihadapan PPAT dan tidak dihadapan kepala desa lagi. Dengan
memperhatikan ketentuan diatas sebenarnya Mahkamah Agung sudah dapat
menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli antara kedua belah pihak tersebut
dapat diputuskan dengan aturan yang ada pada UUPA No. 5 Tahun 1960
yang dalam pasal 5 dinyakan bahwa | Hukum Agraria kita didasarkan pada
hukum adat.

Menurut penulis perjanjian |jual beli tanah di Indonesia harus
dilaksanakan dengan akta yang |dibuat dihadapan PPAT dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang dan
status tanah yang dijadikan dalam obyek jual beli tersebut tidak dalam
sengketa artinya tanah tersebut benar benar sudah bebas.
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4.1. Kesimpulan

kesimpulan bahwa :
1.

BILB v
KESIMPULAN DAN SARAN

/

Dari pembahasan permasalahan tersebut diatas, dapat ditarik

dak dilakukan secara timbal balik dan
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dapat menimbulkan

Perjanjian jual beli tanah yang t

permasalahan dikemudian hari yang berakibat pada terjadinya sengketa
masalah tanah. Pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan
itikad baik dan perjanjian pengikatan antara dua pihak tersebut tidak dapat
dibuat tanpa adanya para pihak yang berkepentingan dengan perjanjian
jual beli tersebut seperti : penjual| pembeli saksi-saksi, dan pejabat yang
mengesahkan perjanjian tersebut, Pengakuan perjanjian oleh salsh satu
pihak dapat menimbulkan sengketa dan hal iai tidak dapat dibenarkan
oleh peraturan yang ada. Pemalsuan tanda tangan dan perampasan hak
milik orang lain dalam perjanjian| jual beli tanah tersebut menyebabkan
tidak dihargainya hak-hak orang lain dalam melakukan perjanjian jual beli
tanah dan hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga pihak
lain yang merasa dirugikan dapat menuntut pertanggungan jawab
terhadap perbuatan yang telah dilakukan sekaligus kerugian atas
perbuatan melanggar hukum tersebut.

Akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara
sepihak tersebut tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini
dapat dilihat dalam rumusan perjahjian tersebut yang tidak sesuai dengan
pasal 1266 KUH Perdata dimana dalam perjanjian jual beli tersebut tidak
terdapat unsur timbal balik antara|pihak penjual dan pembeli. Pengikatan
perjianjian jual beli yang tidak disetujui oleh saiah satu pihak
menyebabkan perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Sekalipun perjanjian tersebut telah dibuatkan suatu akta perjanjian dan
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dibuat dihadapan seorang Kedala Desa, tetapi apabila didalamnya
terdapat unsur-unsur yang tidak dapat terpenuhi sebagai syarat sahnya
al 1320 KUH Perdata maka perjajian

suatu perjanjian berdasarkan pa
tersebut dapat dibatalkan.
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang kemudian dikeluarkan
dalam putusan perkara tersebut adalah

Bahwa surat bukti ( Surat Bukti Tanda Tangan Diatas Zegel) disimpulkan
sebagai akta dibawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang
diatur dalain pasal 1874 KUH Perdata. Yang seolah —olah merupakan
surat bukti perjanjian jual beli padahal bukti Surat tanda tangan diatas
zegel dimaksud nyata-nyata be

ntuk surat pengakuan sepihak dari
Pengugat (Ny Suci) Dan akta pengakuan sepihak ini penilaiannya dan
penerapannya tunduk kepada

dimana pergugat (NY Suci dan a

tanda tangan diatas zegel merupakan tulisan tangan dari tergugat (Ny
Umirah dan anaknya Aripin).

Yaitu membatalkan perjanjian jual| beli tanah yang dilakukan oleh Ny
n Ny suci sebagai pihak pembeli.

Mengingat masih banyaknya sengketa mengenai tanah yang terjadi, maka
sebelum membel sebidang tanah perly diteliti dengan seksama, untuk
menghindari hal-hal yang kurang me guntungkan dikemudian hari baik itu
bagi penjual maupun pembeli. Untik ity s2harusnya para pihak yang
membuat perjanjian harys memperhatikan Syaat-syarat sahnya suaty
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perjanjian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dan calam mengadakan perjanjian jual beli para pihak yang
terlibat didalamnya harus dala
tekanan dari pihak lain.

. Dengan berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 sebaiknya setiap kegiatan
yang berhubungan dengan hak milik atas tanah sebaiknya dilakukan
dihadapan PPAT. PPAT sebagai|pejabat yang ber)Nenang mempunyai
peranan penting dan menentukan, harus dapat menjamin kepastian
hukum akta yang dibuat. Agar masyarakat dengan kesadarannya sendiri
mau menggunakan jasa PPAT dalam melakukan jual beli hak atas tanah
maka pemerintah perlu memperhatikan hal-hal yang sekiranya tidak
menyusahkan masyarakat, sehingga mereka tidak engan untuk datang ke

keadaan yang bebas tanpa adanya

jual beli hak atas tanah, misalnya
pengaturan mengenai besar kecilnya biaya-biaya-yang akan dikeluarkan,
waktu yang sesingkat mungkin dalam prosedur pembuatan akta. Dengan
demikian, masyarakat dapat mentaati berlakunya UUPA NO 5 tahun 1960
dan Peraturan Pelaksananya. Selanjutnya perlu adanya penyuluhan-
penyuluhan agar masyarakat mengerti tentang pentingnya Akta PPAT dan
acara pendaftaran tanah dalam melakukan peralihan hak milik atas tanah.
. Hakim Mahkamah Agung dalam| memutus suatu perkara hendaknya
selalu berpedoman pada bukti-bukti dan aturan-aturan perundang-
undangan yang ada. Dimana dalam memuiuskan perkara tersebut
seharusnnya Mahkamamah Agung menggunakkan pertimbangan-
pertimbangan yang ada sesuai dengan peraturan dalam hukum agraria
(Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA) dimana dalam pasal
5 UUPA ditegaskan bahwa hukum |agaria kita mengacu pada aturan yang

ada dalam hukum adat sebagai| dasar hukumnya. Terutama periunya

diperhatikan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang didasarkan
pada pasal 1320 KUH Perdata, apakah dalam perjajian jual beli tanah

antara Ny Suci dengan Ny Umirah tersebut persetujuan kehendak
diantara keduanya sudah dilaksakan atau belum.
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FTUSAN BADAN PERADILAN

HUKUM PERDATA

AKTA PENGAKUAN SEPIHAK
JUAL BELi TANAH

KASUS POSISI :

Ny. Suci, istri Wasdjan, seorang Kepala Desa mempunyai anak

Ardadi, mereka diam didesa Jatianom, Kec., Susukan, Kab. Cirebon.

Ny. Suci memiliki dan menguasai serta menggarap dua bidang

sawah sejak tahun 1974, karena ia telah membeli sawah tersebut

dari Ny. Umirah dan anaknya Aripin sebagaimana ternyata dalam

Surat Tanda tangan diatas kertas segel yang diketahui oleh Kepala

Desa dengan dibubuhi stempel desa :

- Padatanggal 5 Februari 1974, Ny. Suci membeli dari Ny. Umirah
sawah persil C 1487-62-Klas IV, luas 2 Bau, desa Jatianom.

- Padatanggal 10 April 1974, Ny. Suci membeli dari Ny. Umirah
Sawah persil C 1487-62-Klas IV luas 2,5 Bau.

Setelah lebih dari 20 tahun lamanya menggarap tanah sawah

dengan Ny. Umirah, yang tercantum dalam "Surat Tanda
Tangan® tanggal 5 Februari 1974 dan Surat Tanda Tangan
tanggal 10 April 1974 adalah syah menurut hukum.

2. Menyatakan Penggugat Ny. Suci adalah pemilik syah tanah
sawah sengketa. ’

3. Menghukum Tergugat bersama-sama Penggugat menghadap
PPAT untuk membuat Akta Jual-Beli tanah sawah sengketa.

4. Menyatakan bila Tergugat tidak bersedia hadir menghadap
PPAT dalam membuat Akta Jual Beli tersebut, maka Penggugat
ditunjuk sebagai Kuasa sah dari Tergugat untuk mewakili
Tergugat menandatangani Akta Jual Beli tanah sebagai pihak
penjual.

5. Menyatakan sita jaminan atas tanah sawah sengketa adalah
sah dan berharga.

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng mem-
bayar uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,-/hari bila lalai
memenuhi putusan ini.

7o Batial oni s ... Lo TR CORERRee dst.

PENGADILAN NEGERI :

Coint A

tersebut, pada tahun 1995, Ny. Stci darrarraknyamerasa terganggu
ketenangannya karena Ny. Umirah menyuruh orang lain untuk
gninta kembali tanah sawahnya tersebut diatas dari penguasaan
Nly. Suci dan anaknya, dengan alasan Ny. Umirah dan anaknya Aripin
sebagai pemilik kedua bidang tanah diatas merasa tidak pernah
menjualnya kepada Ny. Suci. Ny. Umirah beranggapan kedua
sawah tersebut dirampas dan dikuasai oleh Ny. Suci istri Kepala
Desa, Wasdjan, saat Ny. Umirah pindah ke Cirebon mengikuti
suaminya.

Ny. Suci menolak tudingan Ny. Umirah bahwa ia merampas tanah
sawah tersebut dari tangan Ny. Umirah.

Ny. Suci dan anaknya Ardadi tetap merasa berhak atas kedua bidang
sawah tersebut karena telah terjadi jual-beli sawah antara mereka
sebagaimana ternyata dalam "Surat Tanda Tangan diatas kertas
segel yang diketahui oleh Kepala Desa".

Karena merasa terganggu atas ulah Ny. Umirah, maka Ny. Suci
dan anaknya Ardadi melalui kuasanya mengajukan gugatan perdata
di Pengadilan Negeri Sumber terhadap Ny. Umirah sebagai
Tergugat | dan Aripin sebagai Tergugat I, dengan tuntutan/petitum
yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan transaksi jual-beli sawah sengketa antara Ny. Suci

s Atas gugatanNy-—Suet-ei
kuasanya memberikan tanggapan berupa :

e Eksepsiyang menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah menurut
PP No.10/1961 jo UU No0.5/1969, harus dilakukan dihadapan PPAT.
Bila ada zegel jual-beli maka harus diuji asli tanda tangannya Kepala
Desa yang mengesahkan jual-beli dalam zegel tersebut melanggar
PP No. 10/1951.

e Dalam pokok perkara, Ny. Umirah menolak gugatan Ny. Suci dan
berpendirian Ny. Umirah dan anaknya (Tergugat) tidak pernah
menjual sawah sengketa kepada Ny. Suci (Penggugat).

e Selanjutnya Tergugat Ny. Umirah dan anaknya Aripin mengajukan
gugatian balasan atau Rekonpensi terhadap Ny. Suci dan anaknya
dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan sawah sengketa adalah milik Aripin (Penggugat
Rekonpensi).

2. Meghukum Tergugat Rekonpensi Ny. Suci Cs. mengembalikan
dua bidang sawah sengketa kepada Penagugat Rekonpensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada
Penggugat atas sewa tanah sawah selama 16 tahun padi kering
sebanyak 14 ton.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng

20 - VARIA PERADILAN 174
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Lo

membayar uang paksa Ro. 2.500,-/setiap hari. Tergugat lalai

memenubhi isi putusan ini.
5. DSt cunmminnaisna DBttt dst.
Majelis Hakim Pertama yang mengadili perkara dalam putusannya
mempertimbangkan sebagai berikut :
Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak,
karena eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara.
Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat adalah orang Indonesia
asli yang tunduk pada Hukum Adat.
Dalam Hukum Adat, transaksi jual-beli tanah dilakukan dengan
syarat tunai dan terang, (Kontante Handeling-Simultaneus transfer),
dan supaya menjadi terang, maka !.arus diketahui oleh Pejabat
Desa/Kepala Desa setempat.
Bukti P1 dan P2, “Surat Tanda Tangan diatas Zegel-jual-beli yang
diketahui Kepala Desa telah memenuhi syarat jual-beli tanah
menurut Hukum Adat. Karena itu jual-beli sawah sengketa telah
terjadi dan syah.
Pendirian Hakim Pertama tersebut didasarkan pada Jurisprudensi
Mahkamah Agung yaitu : .
- Putusan MA-RI No.1211.K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972

AAA DM O AL IS 110773 i —1079

)

)

5 Februari 1974 dalam Surat Tanda Tangan 10 April 1974 adalah

sah menurut hukum.
- Menyatakan kedua tanah sengketa adalah syah miliknya

Penggugat, :
- Menghukum Tergugat bersama-sama dengan Penggugat untuk
menghadap PPAT membuat dan menandatangani Akta Jual-
Beli tanah sawah tersebut.
) A iR dsti . 9. .. .....dst
e Mengenai gugatan Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
berpendirian bahwa gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat
diterima, dengan alasan gugatan ini diajukan dengan tidak
memenuhi prosedure yang berlaku.

PENGADILAN TINGGI :

e Ny. Umirah. CS (Tergugat) menolak putusan Pengadilan Negeri
Sumber tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

e Majelis Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam
putusannya memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan
bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber beserta pertimbangan

—Putusan MA=RIHNoO846:K/Sip/ 197t tanggat-t9-Jdanuari-1972
- Putusan MA-RI No.663.K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972.
Karena jual-beli tanah sawah sengketa adalah sah, maka tanah
sengketa adalah miliknya para Penggugat.
Karena jual-beli sawah tersebut memang ada dan sah hukumnya,
maka untuk memenuhi ketentuan PP No.10/1961, cukup beralasan
agar para Tergugat bersama-sama Penggugat menghadap PPAT
untuk membuat Akta Jual-beli tanah sawah sengketa.
Berpedoman pada putusan MA-RI No.2318.K/Sip/1990 dapat
dibenarkan, bila Tergugat tidak bersedia hadir menghadap PPAT
untuk membuat Akta Jual-beli tanah, maka Penggugat dapat
ditunjuk sebagai Kuasa sah dari Tergugat yang mewakili Tergugat
menandatangani Akta Jual-beli tersebut sebagai pihak penjual.
Karena Penggugat telah ditunjuk sebagai Kuasa Tergugat mewakili
Tergugat menghadap PPAT, maka tuntutan uang paksa harus
ditolak.
Berdasar atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan
Negeri mengabulkan gugatan Konpensi untuk sebagian yang
amarnya :
- Menyatakan transaksi jual-beli tanah sawzh antara Penggugat
dengan Tergugat yang tercantum dalam-"Surat Tanda Tangan”

22 - VARIA PERADILAN 174

hukumnya adalah sudah benar serta dapat disetujui oleh Majelis
Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya
Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

e Dengan alasan diatas, akhirnya Majelis Pengadilan Tinggi memberi
putusan perkara ini dengan amar : menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Sumber No.14;Pdt.G/1995/PN.Sbr tanggal 12 Juli 1995.

MAHKAMAH AGUNG RI :

e Ny. Umirah Cs menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas
dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan
keberatan kasasi antara lain :

. Judex facti keliru dalam menilai pembuktian bukti P1 dan P2,
sehingga keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya,

. Surat Tanda Tangan diatas Zegel tersebut, tidak mencerminkan
tujuan pemindahan hak tanah (Jual-beli).

- Hanya Penjual yang tanda tangan. Tidak diterangkan siapa yang
membeli dan siapa yang menyerahkan uangnya.

- Kepala Desa dengan Ny. Suci adalah suam-istri sehingga
mudah membuat Zegel dan mencapnya.

e Majelis Hakim Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini
dalam putusannya mempertimbangkan bahwa Judex facti telah

VARIA PERADILAN 174 - 23


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PUTUSAN BADAN PERADILAN

salah menerapkan hukum, pembuktian dalam perkara ini, sehingga
putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan, selanjutnya majelis
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
Pendirian Majelis Mahkamah Agung ini didasari oleh alasan yuridis
yang inti sarinya sebagai berikut :
Bukti P.1 dan P2 (Surat Tenda Tangan diatas kertas zegel) oleh Judex
facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dikonstruksi dan
disimpulkan sebagai "Akta dibawah tangan yang bersifat Partai"
ex pasal 1874 - BW. Oleh Judex facti Bukti P1 dan P2 dinilai sebagai
Surat bukti transaksi jual-beli yang bersifat partai. Padahal bila
diteliti, bukti P1 dan P2 tersebut ternyata berbentuk "Surat
Pengakuan sepihak dari Tergugat I". .
Oleh karena bukti P1 dan P2 berbentuk sebagai “Akta Pengakuan
Sepihak", maka penilaian dan penerapannya tunduk pada
ketentuan ex pasal 1878 B.W.
Menurut pendapat Majelis Mahkamah Agung, agar supaya bukti
P1 dan P2 menjadi sah sebagai surat bukti, maka harus dipenuhi
syarat : '
1. Seluruh isi akta tersebut ditulis dengan tulisan tangan oleh
Tergugat | (Ny. Umirah) sendiri sebagai penandatangan surat

[e T | D

Ptdanf2:

V)

e Karena surat bukti P1 dan P2 tidak sah sebagai alat bukti, sedang

e Berdasar pertimbangan diatas Majelis Mahkamah Agung memberi

P2 tidak sah sebagai alat bukti meskipun tertera didalamnya,
pengetahuan Kepala Desa.

alat bukti lain baik saksi maupun surat, tidak dapat membuktikan
dalil gugatan tentang adanya “transaksi jual-beli tanah sengketa”
antara Penggugat dengan Tergugat, maka putusan Judex facti tidak
dapat dipertahankan lagi.

putusan dengan amar :

Mengadili :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung
No.452/Pdt/1995//PT.Bdg dan putusan Pengadilan Negeri Sumber
No.14/Pdt.G/1995/PN.Sbr.

Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi : menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

w. atau paling tidak pengakuan tentang jumlah dan objek barang
yang disebut didalamnya, ditulis tangan sendiri oleh si penan-
datangan (Tergugat |, Ny. Umirah).

Fakta persidangan ternyata Penggugat (Ny. Suci) tidak dapat

membuktikan bahwa tulisan tangan yang tertuang dalam bukti P1

dan P2 tersebut adalah merupakan tulisan tangan dari Tergugat |
atau Tergugat Il. Bahkan para Tergugat telah membantah isi dan
tulisan tangan dalam kedua surat tersebut sebagai tulisannya para

Tergugat.

Dalam keadaan yang demikian, menurut “hukum pembuktian®,

surat bukti P1 dan P2 tdak sah sebagai “alat bukti", sehingga tidak

mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Tidak dapat dibenarkan pendapat Judex facti bahwa karena

pembuatan P1 dan P2 diketahui oleh Kepala Desa (suami Peng-

gugat), maka menjadikan transaksi jual-beli tanah tersebut menjadi
terang. Yang menjadi permasalahan disini, adzlah penilaian atas
kedua surat bukti P1 dan P2 dalam perkara ini adalah mengenai
bentuk "akta dibawah tangan” teisebut merupakan "akta pengakuan
sepihak" yang keabsahannya tunduk pada pasal 1878 B.W. Karena
dibuat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1878 BW, maka P1 dan

24
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Menyatakan tanah sawah sengketa ......ocoeeeoens dst adalah

milik Penggugat Rekonpensi Aripin.
. Menghukum para Tergugat Rekonpensi mengembalikan dua
bidang tanah sawah sengketa kepada Penggugat Rekonpensi.

CATATAN :

e Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat
diangkat “Abstrak Hukum® sebagai berikut :

e Surat pernyataan seseorang dibuat sendiri dengan tulisan tangan
dan ditanda tanganinya serta diketahui pula oleh Kepala Desa
dengan dibubuhi stempel desa. Surat ini berisi pengakuan pembuat
Surat tersebut bahwa ia telah menjual tanah, tapi tidak disebutkan
siapa pembelinya. Secara Yuridis, surat ini bernilai sebagai “Akta
Pengakuan Sepihak™ yang keabsahannya tunduk pada pasal 1878
B.W. Surat tersebut, baik isinya maupun tanda tangannya kemudian
disangkal oleh orang yang namanya tercantum sebagai pembuat
dan penanda tangan surat tersebut, karena ia merasa tidak pernah

menjual tanahnya.
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e Disamping disangkal, surat tersebut ditinjau dari segi isinya
ternyata :
. tidak mencerminkan adanya transaksi jual-beli tanah.
. tidak nampak tersurat didalamnya adanya penyerahan hak

tanah dari penjual kepada pembeli.

maka, "Akta Pengakuan Sepihak" yang berkwalitas demikian ini,
bukan merupakan alat bukti adanya "Transaksi jual-pbeli tanah"
menurut Hukum Adat (tunai/kontante handeling dan terang).

e Demikian catatan atas kasus ini.

(Ali Boediarto)

e Pengadilan Negeri Sumber :
No.14/Pts.Pdt.G/1995/PN.Shr, tanggal 12 Juli 1995

e Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung
No. 452/Pdt/1995/PT. Bdg, tanggal 11 Januari 1996

e Mahkamah Agung Rl :
No. 1363. K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998.

Majelis terdiri dari : M. YAHYA HARAHAP, SH. Ketua Muda

melawan:
1. WNY. SUCI,

2.  ARDADI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Desa Jatianom, Kecamatzan
Susukan, Kabupaten Cirebon.
para Termohon Kasasi, dahulu para Penggugat - Para Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pars
Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli ielah menggugat sekarang Para Pemohon
Kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pacz
pokoknya atas dalil-dalil ; .

Bahwa pada tanggal 5 Februari 1974 Penggugat asli membeli sebidang tanzn
sawah dari Tergugat asli | yang terletak di Desa jatianom, Kecamatan Susukz-,
Kabupaten Cirebon semula tercatat dalam buku letter C No. 1487, persil No.62, Kizs
S|V seluas = 2 bau, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan.

Bahwa pada tanggal 10 April 1974 Penggugat asli telah membeli lagi tanah sav.gh
dari Tergugat asli | yang terletak di Desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Cirebon, semula tercatat dalam buku letter C No. 1487 Persil No. 52Klas S.IV seluas 2 5
bau dengan batas batas seperti dalam surat gugatan.

Mahk nggota

Hakim Agung : R. SUNU WAHADI, SH dan SOEKIRNO, SH serta

Panitera Pengganti DJOKO SOEJATNO, SH.

[ MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN
Nomor : 1363 K/Pdt/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai

berikut dalam perkara :

1. NY. UMIRAH, bertempat tinggal di Jalan Pekalipan Gang Kusen,
Kotamadya Cirebon.

2. ARIPIN, bertempat tinggal di Jalan Desa Jatianom, Kecamatan Susukan,
Kabupaten Cirebon.
Para Pemohon kasasi dahulu Tergugat | dan [I/Para Pembanding.

26 - VARiA PERADILAN 174

Bahwa jual beli tanah tanah sawah 1
dan diketahui oleh Kepala Desa Jatiarom, sebagaimana tercantum dalam surat tanca
tangan masing-masing tertanggal 5 Februari 1974 dan tanggal 10 April 187+,
Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tersebut. Tanah tanah sawah yang dibeli oleh
Penggugat asii telah diserahkan oleh Tergugat asli | kepada Penggugat asli dan
selanjutnya dikuasai dan digarap oleh Penggugat asli sampai sekarang, tanpa gangguan
dari siapapun juga.

e

Bahwa setelah penguasaan dan penggarapan tanah sawah tersebut hampir sekiiz
20 (dua puluh) tahun o!zh Penggugat asli, akhir akhir ini telah timbul gangguan gangguan
mengenai pemilikan penguasaan dan penggarapan tanah sawan tersebut oleh
Penggugat asli, yang dilakukan oleh Tergugat asli | dan Tergugataslili (selaku anakczri
Tergugat asli 1) dengan menyuruh orang lain untuk meminta kembali tanah tanzh

sawah tersebut, dengan alasan tidak pernah terjadi jual beli.

Bahwa oleh karena jual beli tanah tanan sawah tersebut telah dilakukan secz"z
riel kontan dan diketahui oleh Kepala Desa Jatianom, maka jual beli termzksud adalzh
sah menurut hukum, dan untuk melindungi hak Penggugat asli dari gangguan pz-a
Tergugat asli atau pihak lainnya mengenai pemilikan, penguasaan dan penggarapanr: 2,
mzka Penggugat memohon supaya jual beli tanah tanah sawah tersebut diatas disahkzn
dengan suatu putusan Pengadilan.

Bahwa untuk mencukupkan kebutuhan hukumnya dalam penyelesaian adminis-

tratif secara kadasteral, maka Penggugat asli menuntut supaya Tergugat asli | dencen
dibantu oleh Tergugat asli ll, bersama sama dengan Penggugat asli untuk menghacap
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PPAT yang berwenang, untuk membuat akta jual beli atas tanah tanah sawah tersebut
diatas.

Bahwa apahila para Tergugat asli tidak hadir atau tidak bersedia hadir menghadap
PPAT, maka Penggugat asli mohon ditujukan sebagai kuasa sah dari para Tergugat asli
untuk mewakili para Tergugat asli menandatangani akta jual beli termasuk sebagai
pihak penjual.

Bahwa untuk menghindarkan tindakan tindakan para Tergugat asii yang dapat
merugikan Penggugat khususnya yang menyangkut penggarapan tanah tanah sawah
tersebut, maka Penggugat asli memohon supaya terhadap tanah tanah sawah tersebut
dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag).

Bahwa untuk menjamin supaya para Tergugat asli dapat memenuhi isi putusan
ini dengan baik dimohon supaya Tergugat asli | dan Tergugat asli Il dibebani uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya
mereka lalai memenuhiisi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat asli didasarkan pada surat surat bukti yang
dipandang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 180 HIR, maka dimohon pula supaya
putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan
Negeri memberikan putusan sebagai berikut :

a

sawah tersebut diatas.

5. Menyatakan, apabila para Tergugat tidak hadir atau tidak bersedia hadir meng-
hadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penandatanganan akta jual beli
termaksud, maka Penggugat ditunjuk sebagai kuasa sah dari para Tergugat asli
untuk mewakili para Tergugat tersebut menandatangani akta jual beli atas tanah
tanah sawah tersebut diatas sebagai pihak penjual.

6. Menyatakan, bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber
terhadap tanah tanah sawah tersebut diatas, adalah sah dan berharga.

7. Menghukum Tergugat | dan Tergugat ll secara tanggung renteng untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap
harinya mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak
putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

8.  Menghukum Tergugat | dan Tergugat |l untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun ada verzet, banding atau kasasi {Uitvoerbaar bij voorraad).

Atau : Memberikan putusan yang patut dan seadil adilnya (secara ex aquo et bonc).

o

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat asli telah mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il menolak semua dalil dan tuntutan/gugatan
Penggugat Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas diakui dan dibenarkan dalam

Digital Repository{Un

Menagabulkan-gugatan-Penggugat-untuk
g qug f 1 K-

Penggugat untuk-s

s

Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah tanah sawah antara Penggugat dengan
Tergugat | sebagaimana tercantum dalam surat tanda tangan tertanggal 5 Februari
1974 dan surat tanda tangan tertanggal 10 April 1874 adalah sah menurut hukum.

w

Menyatakan pula bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas :

Sebidang tanah sawah terletak di desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Cirebon, semula tercatat dalam buku letter C No. 1487 persil No.62 Klas S.IV seluas
+ 2 bau, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nyi Umaerah.
Sebelah Selatan : Solokan Desa.
Sebelah Timur : Tanah Nyi. Umaerah.
Sebelah Barat  : Tanah Nyi. Tarwi.

Sebidang tanah sawah terletak di Desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Cirebon, semula tercatat dalam buku letter C No. 1487 persil No, 62 Klas S.IV
seluas + 2,5 bau dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Nyi Umaerzah.
Sebelah Selatan : Solokan Desa.
Sebelah Timur : Tanah Nyi. Umaerah.
Sebelah Barat  : Tanah Nyi. Suci.

4. Menghukum Tergugat | dengan dibantu oleh Tergugat I, bersama sama dengan
Penggugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang ber-
wenang, untuk membuat dan menandatangani akta jual beli atas tanah tanah

28 - VARIA PERADILAN 174

jawatanint

Bahwa pembelian riel kontan tidzk dikenal hukum dan Undang Undang di Indo-
nesia, karena sejak keluarnya Undang Undang Pokok Agraria No. 5 jo Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961, setiap transaksi tanah harus dihadapan PPAT.
Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il tidak pernah menjual tanah maupun sawah kepaca

para Penggugat .
Bahwa Tergugat | tidak pernah mempunyai tanah sawah di Desa Jatianom, maka

salah dan keliru menentukan batas batas tanah yang disebut beli rie! kontan berbatasan
dengan tanah Umaerah, jelaslah kebohongan dan kepalsuan dalil Penggugat.

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Tergugat asli telah mengajukan
gugatan rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil

Bahwa Tergugat | dalam Rekonpensi, Penggugat dalam Konpensi dan Tergugat Il
dalam Rekonpensi Penggugat Il dalam Konpensi, serta ikut Tergugat dalam Rekonpensi
Tergugat | dalam Konpensi.

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi, Eksepsi dan tentang Pokok
Perkara dianggap telah disebut ulang dalam Rekonpensi.

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai tanah sawah milik beberapa

bidang sebagai harta peninggalan ayah Penggugat bernama : almarhum Djaharia
diantaranya tercatat dalam letter C Desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten

Cirebon No. 1117 dan letter C No. 1487,
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‘Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi ditinggal yatim dalam usia anak kecil pada
tahun 1979 ketika mana |bu kandung Penggugat dalam Rekonpensi bernama Nyi.
Umirah, ikut Tergugat dalam Rekonpensi meninggalkan Penggugat dalam Rekonpensi
di dasa Jatianom, pergi pindah ke Cirebon ikut suaminya yang baru.

Bahwa sepeninggal ikut Tergugat pada akhir tahun 1979, maka para Tergugat dalam
“_Rekonpensi selaku istri dan anak Kepala Desa Jatianom yang berkuasa waktu itu telah
e.._mqm:..nwm menguasai dan menggarap tanpa hak sebahagian tanah sawah Penggugat

_C¥alam Rekonpensi yaitu : sebidang tanah sawah tercatat dalam letter C No. 1117 Desa
mm:mzoa. Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon seluas 2,5 bau yang berbatasan :

ebelah Utara : Tanah H. Sauda.

ebelah Selatan : Tanah Tarwan.

ebelah Selatan : Solokan Irigasi.
(/5ebelah Barat : Tanah H. Sauda.
am: sebagian dari tanah sawah tercatat letter C No. 1487 Persil No. 62 Klas S.IV seiuas
4= bau terletak di desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.

(9]

b Bahwa kebiasaan yang berlaku di desa Jatianom, sewa satu bau sawah dalam
(] satu tahun adalah sebanyak dua ton padi kering.

N Bahwa sebagai akibat perampasan tanah mmim:.._mwgzmrmm:mn:mm_nm_m:._
(Rekonpensi oleh para Tergugat dalam Rekonpensi telah menimbulkan kerugian selain
um::w:nm: sawah seluas 4,5 bau (empat setengah bau) juga kerugian berupa sewa

padi kering sebanyak :

K

seluas 2 bau terletz« di Desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon,
yang berbatasan di:

Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Suci.

Sebelah Timur @ Tanah Aripin (Penggugat dalarm Rekonpensil.

Sebelah Selatan : Solokan Irigasi.

Sebelah Barat @ Tanah tarwan. .

adalah milik Aripin, Penggugat dalam Rekonpensi.

3.  Menghukum Tergucatl dalam Rekonpensi dan Tergugat |l dalam Rekonpensi untuk
mengembalikan dua bidang sawah sengketa milik Penggugat daam Rekorpensi
yang disebut dalam punt (2) posita gugatan dalam Rekonpensi kepada Pencgugat
dalam Rekonpensi dalam keadaan bebas, tidak terikat pada pihak ketiga.

4. Menghukum Tergugat | dalam Rekonpensi dan Tergugat Il dalam Rekonpensi
secara tanggung renanggung untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat
dalam Rekonpensi atas sewa tanah sawah selama kurang lebih 16 E:c:.uma_
kering sebanyak 1£= ton (seratus empat puluh empat ton) padi kering, tunat dan
sekaligus yang dipsrinci sebagai berikut :

. Sewa tiap tahun per 1 bau sebanyak 2 ton padi kering.

Luas sawah 4,5 bau.
. Jangka waktu cari tahun 1979 sampai dengan tahun 1995 selama 16 tahun.

Menyatakan sah can berharga Sita Jaminan dan Sita Pencatatan yang telah
dijalankan.

6. Menghukum Tergugat | dalam Rekonpensi dan Tergugal Il dalam mmxonun:mm
secara tanggung me&nanggung uang paksa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima

w

“a.ton x 4,5 bau x 16 tahun sama dengan :
m % 4,5 x 16 x 1 ton padi kering = 144 ton (seratus empat puluh empat ton) padi kering
.—yang setiarusnya Penggugat dalam Rekonpensi memperolehnya.

(0] Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam Rekonpensi mohon kehadapan
(CHakim Majelis supaya meletakkan Sita Jaminan (C.B) atas harta kekayaan Tergugat |
("xdalam Rekonpensi dan Tergugat Il dalam Rekonpesi sepanjang yang mencukupi gugatan
(gan i rugi, seta meletakkan Sita Pencabutan (revindicatair beslag) atas tanah sawah
R”_ ik Penggugat dalam Rekonpensi yang menjadi sengketa dalam perkara ini guna
encegah supaya Tergugat | dalam Rekonperisi dan Tergugat [l dalam Rekonpensi tidak
——mengalihkan hak kepada pihak ketiga.

@

g bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadiian

.mlu_v_mnmz memberikan putusan sebagai berikut :

D._. Mengabulkan gugatan dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah tercatat dalam letter C No. 1117 Desa
Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, seluas 2,5 bau yang
berbatasan di:

Sebelah Utara : Tanah H. Sauda.

Sebelah Timur : Tanah Tarwan.

Sebelah Selatan : Solokan Irigasi.

Sebelah Barat : Tanah H. Sauda.

adalah milik Aripin Penggugat dalan Rekonpensi.

Dan sebidang tanah sawah tercatat dalam letter C No. 1487 persil No. 62 Klas S.IV

a0 - VARIA PERADILAN 174

ribu rupiah) setiap haripar : menubhi isi putusan
dalam gugatan ini dihitung sejak putusan ini mempunyal kekuatan hukum yang

tetap.
7. Menghukum ikut T2rgugat supaya tunduk pada putusan ini.

8. Menghukum Tercugat | dalam Bekonpensi dan Tergugat Il dalam Rekonpensi
secara tanggung menanggung membayar biaya perkara yang timbul dalam

gugatan ini.
9. Menyatakan putusan adalah putusan serta merta.
Atzu : Dengan putusan yang adil dan patut menurut Hakim Majelis.

bahwa terhadap cugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah mengambil
putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Juli 1995 No.14 P1s.PduG/1995/PN.Scr, yang
amarnya berbunyi sehzaai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi vang diajukan pihak Tergugat :
DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah sawah antara Penggugat amnmmq
Tergugat | sebagzimana tercantur dalam Surat Tanda Tangan tertangga! 10 April
1974 adalah sah —ienurut hukurm;
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= Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas :

Sebidang tanah sawah terletak di Desa Jatianom. Kecamatan Susukan, Kabupaten
Cirebon, No. 1487, persil No.62 Klas S.IV luas + 2 (dua) bau, dengan batas batas :
Utaia : dengan tanah Ny. Umaerah.

Timur : dengan tanah Ny. Umaerah.

Selatan - dengan solokan Desa.

Barat : dengan tanah Ny. Tarwi.

Sebidang tanah sawah terletak di Desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Cirebon, semula tercatat dalam buku letter C No. 1487 persil No. 62 Klas S.1V luas
= 2.5 {dua setengah) bau, dengan batas batas :

Utara : dengan Tanah Ny. Umaerah.

Timur : dengan Tanah Ny. Umaerah.

Selatan : dengan solokan Desa.

Barat : dengan Tanah Ny. Suci.

- tenghukum Tergugat | dengan dibantu oleh Tergugat Il, bersama sama dengan
Penggugat untuk menghadap PPAT, yang berwenang untuk memhbuat dan
menanda tangani akte jual beli atas tanah tanah sawah tersebut diatas;

- Menyatakan apabila para Tergugat tidak hadir atau tidak bersedia hadir menghadap
PPAT, dalam menandatangani akta jual beli termaksud, maka Penggugat di tunjuk
sebagai Kuasa sah dari para Tergugat untuk mewakili para Tergugat tersebut
menanda tangani akta jual beli atas tanah tanah sawah tersebut diatas sebagai
pihak penjual :

tuh - pada putusan int;
P {2

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya yang
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan datam Undang Undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat citerima ;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada poxoknya ialah :

1. Bshwa Pengadilan Negeri Sumber da~ Pengadilan Tinggi Bandung selaku Judex
Facti telai keiiru dalam menilai pembuktian kedua belah pihak, sehingga keliru
dalam menerapkan pertimbangan hukumnya.

2. Judex Facti telah jelas keliru sebab tidak memperhatikan diberlakukannya UUPA
Na. 5 tahun 1960 jo PP No. 10 tahun 1961, dimana pada setiap pemindahan hak
atzs tanah, memberikan hak baru atas tanah, harus dibuktikan dengan akta (pasal
26 UUPA. No.5/1960 jo.pasal 18, 25 PP. No.10/1961), dan Kepala Desa dilarang
menguatkan perjanjian yang dimaksud yang dibuat tanpa akta oleh Pejabat.
Lzrangan tersebut kalau dilanggar dipidana dengan hukuman kurungan selama
lamanya 3 bulan dan/atau danda sesuai pasal 44 (1), (2) PP. 10 tahun 1961).
Seningga jelas jual beli dibawah tangan yang dikuatkan Kepala Desa jelas
bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut sebab
perjanjian tersebut dibuat tahun 1974 yang berarti sudah diberlakukannya Undang
Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

3 Bzhwa dalam menilai bukti P.1 dan P.2 yang menjadi pokok persoalan Judex facti
telah keliru, selain bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan
Pemerintah juga adanya ketidak benaran/kepalsuan didalamnya, hal tersebut tidak
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- Menghukum Tergugattdan Tergugat tromtuk-tunduk-dan-pateh

- Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 62.500,- (Enam
puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

- Menolak gugatan para Fenggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

- Ongkos perkara dalam gugatan Rekonpensi ini Nihil ;

Putusa mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Pembanding telan

dikuatkan oleh Penigadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusannya tanggal
11 Januari 1996 No.452/Pdt/1995/PT.Bdg.

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada
tanggal 5 februari 1996 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding diajukan
permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Februari 1996 sebagaimana ternyata
dari akte permohonan kasasi No.14/Pdt.G/1995/PN.Sbr yang dibuat oleh Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Sumber. permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi
yang memuat slasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut
pada tanggal 29 Pebruari 1996 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Maret
1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembandina,
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumber pada tanggal 15 Maret 1996;
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parnah dipertimbangkan oleh Judex Fact, seperti=

2. Tandatangan Ny. Umirah : .
- Saya Ny. Umirah tidak pernah dan tidak merasa menjual tanah tanah
sengkets kepada siapapun dzn tidak pernahftidak merasa menandatangani
diatas segel termaksud, sehingga tanda tangan tersebut palsu ({tanda
tangan itu dauble), perbuaten itu sudah dilaporkan ke yang berwenang
tetapi Polisi belum memprcsesnya karena Kepala Desa sudah dipanaagil
beberapa kali selalu sakit dan tidak menghadap, selain itu dalam per-
sidangan kami selalu mohon pemeriksaan terhadap keaslian tanda tangan
termaksud melalui Laboratorium Daktiloskopy Negara dikepolisian, akan
tetapi tidak mendapat tanggapan sama sekali.

- Bahwa sayapun tidak pernan dimintai untuk disumpah atas benar tidaknya
tanda tangan tersebut.

Judul dalam segel hanya tanda tangan yang tidak mencerminkan tujuan darni

apa yang dixehendaki yaitu Permindahan hak tanah (jual beli).

r

¢ Tidak adanya lampiran Surat p=netapan Pengadilan Megeri yang menunjuk
Ny. Umirah selaku wali dan sekaligus ijin menjualnya atas tanah tanah sengketa
yang menjadi hek Aripin (waktu itu masih dibawah umur) dengan demikian
jual belinya tidak sah.

Hanya penjual £2;3 yang tanda tangan secara hukum jual beli harus adanya

Sa

serah terima uang/kontan dan serah terima objeknya. Sedangkan dalam segel
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hanya penjual saja, tidak diterangkan siapa yang membeli dan siapa yang
menyerahkan uangnya.

e. Bahwa antara Wasajan selaku Kepala Desa dengan Ny. Suci adalah suami istri
dan Ardadi anaknya, sehingga terciptanya segel tanda tangan Kepala Desa
akan mudah dan capnya.

f. Pemakaian segel tahun 1974.

Bahwa pemakaian segel tahun 1974 yang digunakan tanggal 5 Februari 1974
{P.1) dan tanggal 10 April 1974 (P.2) adalah suatu keanehan sebab pengeluaran
segel tahun 1974 setidaknya segel tersebut diterbitkan pertengahan tahun 1974,
kalau dipakai segel tahun 1973 itu masuk akal.

Bahwa bukti P5 atau PR. 24 yaitu putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal

9 Januari 1975 No.159/1974/Perdt/PN.Cn. antara :

- Ny. Umirah, untuk diri sendiri dan wali dari anaknya yang belum dewasa
bernama Aripin sebagai Pengaugat.

itas Jember

lawan

- Sartiyem, dan kawan kawan sebagai para Tergugat.

v.cEmu.:_ tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti, ternyala yang

disengketakan sama hartanya objeknya dengan perkara ini.

a.  Kalau dikaitkan antara bukti P.1 d2n P.2 dengan bukti P.5 atau PR. 24 jelas sangat

bertentangan. Mohaon Perhatian :

. bruari 1974 (P.1) dan tanggal 10 April 1974 (P.2) terjadi jual
beli, sedangkan objeknya masih dikuasai oleh Sartiyem dan kaw
(lihat bukti P.5/PR.24).

- 'Bahwa tanggal 18 Nopember 1974 oleh Ny. Umirah untuk diri sendiri dan
mm_m_.e wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Aripin menggugat
Sartiyem dan kawan di Pengadilan Negeri Cirebon dengan No. Reg.159/1974/
Perdt/Pn.Cn. dan diputus tanggal 9 Januari 1975.

. Bahwa semestinya secara hukum kalau memang Ny. Suci dan Ardadi merasa
berhak (sesuai bukti P.1 dan P.2) maka yang menggugat adalah mereka jadi
bukan Ny. Umirah qq. Aripin.

- Banwa bukti P5/PR.24 sebelum diputus tanggal 9 Januari 1975 dan eksekusinya,
tanah tanah tersebut dalam penguasan Sartiyem dan kawan kawan.

- mm:._:mmm suatu ketidak mungkinan obyek belum dikuasai oleh Umirah (Aripin)
sudah dijual pada Ny. Suci/Ardadi. Atau jual beli (P.1 dan P2) tersebut tidak
sah, karena adanya putusan Pengadilan Negeri Cirebon baru tanggal 9 Januari
1975 oleh karena lebih dahulu jual beli baru menetapkan hak dzri Pengadilan.

IVers
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- Atau Ny. Suci/Ardadi membeli secara untung untungan/lotre, karena jual beli
tanggal 5 Februari 1974 dan 10 April 1874, gugatan didafiar tanggal 18
Nopember 1974 dan baru diputus Pengadilan tanggal 9 Januarn 1975. Jelas
jual beli demikian tidak masuk akal.

5. Bahwa begitupun dalam gugatan Rekonpensi Judex Facti telah sangat keliru
mempertimbangkan hukumnya. Karena sudah jelas bahwa Tergugat Tergugat
dalam Konpensi mempunyai satu Kuasa (satu orang) sehingga untuk melindungi
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i

ari haknya itu kuasanya itu memegang dua kuasa baik itu Penggugat
dalam Rekonpensi maupun Tergugat dalam Rekonpensi dan dalam hukum
acaranya tidak dilarang. Sebab hal ini hanya sekedar melindungi hak haknya yaitu

mengguczt balik (Rekonpensi).

6. Bahwa biia dikaitkan bukti P.1 dan P.2 dari Penggugat (Termohon kasasi) yaitu
tentang jual beli tahun 1974, jelas bertentangan dengan bukti PR. 24 yang
menyatakan bahwa tanah sengketa hak milik Aripin. Begitu pula bertentangan
P.1. P.2 dengan bukti PR.24, PR. 4 sampai dengan PR.23. sebab kaiau yang berhak
itu Termohon kasasi kenapa yang membayar pajak bumi dan bangunan sejak tahun
1974 sampai dengan 1994 masih Aripin. Kan jelas tidak mungkin.

salah satunyad

Menimbang :
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2

bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkai oleh karena Judex Facti
tidak salah menerapkan hukum.

mengenai keberatan ad, 3:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah

menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini.

Menimtzng, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, surat bukti
P1 dan P2 telzn dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawah tangan yzng bersifat
partai sebageimana yang diatur dalam pasal 1874 KUH-Perdata, seolah olah surat bukti
e -2t iai i ukti transaksi jual beli yang bersifat partai.
Padahal P.1 dan P.2 dimaksud nyata nyata berbentuk surat pengakuan s f
Tergugat |. Oizh karena secara faktual P.1 dan P.2 berbentuk akta pengakuan sepihak
maka penilaizn dan penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH-Perdata.
Dengan demusian agar P.1 dan P.2 sah sebagai surat bukti :
Harus ssluruhnya akta itu ditulis dengan tulis tangan oleh Tergugat | sebagai
penandztangan P.1 dan P.2.
- Atau pzing tidak pengakuan tentang jumliah dan objek barang yang disebut di
dalamnya ditulis tangan oleh sipenandatangan, dalam hal ini Tergugat I.

Menimcang, bahwa dari fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan,
Penggugat t 23k dapat membuktikan bahwa tulis tangan yang tertuang pada P.1 dan
P2 merupakan tulis tangan Tergugat | (Ny. Umirah). Malahan Tergugat | maupun Tergugat
Il membantz- isi dan tulis tangan yang tercantum dalam kedua surat bukti dimaksud.
Dalam keadzzn yang seperti itu, ditinjau dari seqi ketentuan hukum pembuktian, surat

bukti P1 dar =2 tidak sah sebagai alat bukti, dengan demikian keduz alat bukti ini tidak
mempunyal ~ilai kekuatan pembuktian.

Bahwe —endapat Judex Facti yang menegaskan oleh karena pembuatan P.1 dan
p2 diketahu: oleh Kepala Desa (yang nota bene adalah suami Pengguge: | dan avah
Penggugat I elah menjadikan transaksi jual beli bersifat terang, tidak dapa: dibenarkan.
Sehab yanc menjadi masalah pokok penilaian atas kedua alat bukti dalam perkara ini,
adalah mengenai bentuk akta tersebut sebagai akta pengakuan sepihak yang
keabsahanr.z tunduk kepada ketentuan pasz! 1878 KUH-Perdata. Karena ternyata

VARIA DERAT _AN 174 -35


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PUTUSAN BADAN PERADILAN

pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut,
mengakibatkan P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti meskipun ada tertera di dalamnya
pengetahuan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa oleh karena P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, sedang

bukti lain baik berupa keterangan saksi maupun surat tidak dapat membuktikan

gugat teniang adanya transaksi jual beli tanah terperkara maka putusan Judex
Eacti tidak hisa dipertahankan, dan harus dibatalkan .

m Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka menurut
fépdapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan
K&5msi dari para pemohon Kasasi : 1. Ny. Umirah, 2. Aripin, tersebut dengan membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 11 Januari 1996 No.452/Pdt/
1995/PT.Bdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Juli
1 No.14/Pts.Pdt.G/1995/PN.Sbr. dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara
.:m,m\mzm amarnya sebagaimana akan disebut dibawah ini.

e Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon kasasi/Para Penggugat sebagai
Uﬂb_x yang dikalahkan dalam perkara ini, maka akan dinukum untuk membayar semua
.UW,B perkara ini secara tanggung menanggung (tanggung renteng), baik yang timbul
@3 tingkat pertama, dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi.

U Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang No. 14 tahun 1970, dan Undang

L)

- Sebelah Selatan : Solokan Irigasi;

- Sebelah Barat  : Tanah H. Sauda:

Adalah milik ARIPIN Penggugat dalam Rekonpensi.

Dan sebidang tarah sawah tercatat dalam Letter C Nomor. 1487 persil No. 62 K!as. S. IV
seluas 2 bau terletak di Desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, yang
berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Suci;

- Sebelah Timur : Tanah Aripin (Penggugai d.r.) ;

- Sebelah Selatan : Solokan Irigasi ;

- Sebelah Barat : Tanah Tarwan ;

Adalah milik ARIPIN Penggugat dalam Rekonpensi.

Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il dalam Rekonpensi untuk mengembalikan
dua bidang sawah sengketa milik Penggugat dalam Rekonpensi yang disebut dalam
punt (2) posita gugatan dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi dalam
keadaan bebas, tidak terikat pada pihak ketiga ;

Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il dalam Rekonpensi secara tanggung
menanggung uang paksa sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari
Para Tergugat dalam Rekonpensi lalai memenuhiisi putusan dalam gugatan ini dihitung
sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

%EEE@HE:S: ;

MENGADILI

Zmawma:?msnmﬂaoro:w:rmmmmmnmz_um_,mvmaoro:rmmmm.__
1.; NY. UMIRAH.
2. ARIPIN, tersebut;

ositor

) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 11 Januari 1996
N{) 452/PGt/1995/Pt. Bdg. yo putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Juli 1995
Rd 4/Pts.Pdt.G/1995/PN.Sbr. ;

= DAN MENGADILI SENDIRI :
GALAM KONPENS! :

._mwas EKSEPSI :

olak Eksepsi dari Para Tergugat.

M POKOK PERKARA :
menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
DALAM REKONPENSI :
Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian.

Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah tercatat dalam Letter C No. 1117 Desa
Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sluas 2,5 bau yang berbatasan
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Saudz;
- Sebelah Timur : Tanah Tarwan;

~ a0 AN 1T

Mergtrokom HKUT TERGUGAT supaya tuaduk pada putusernie, -

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selebihnya.

Menghukum Para Termohon kasasi/Para Penggugat asal untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng dalam semua tingkat peradilan, baik dalam peradilan
tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maupun yang timbul dalam
tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa 3ian Mahkamah Agung pada
hari Selasa tanggal 30 Juni 1998 dengan M. YAHYA HARAHAP, SH. Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang R. SUNU WAHADI, SH
dan SOEKIRNO, SH. Hakim Hakim Arggeta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Sunu
WAHADI, SH dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, Sli. Hakim Hakim Anggota, DJOKO
SOEJATNO, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.L
Direktur Perdata

(HARIFIN A. TUMPA, SH.)
NIP. 040009094
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